SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-
2029;

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194);

4. Undang-Undang...



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7042);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 50);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN...



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

11.

12.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah
dan rencana pembangunan jangka menengah nasional
terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
Rencana Strategis Dinas adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5
(lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan
Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan
jangka menengah Daerah.

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa
tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya
pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif
berisikan langkah/upaya yang akan  dilakukan
diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan,
fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan
dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai
tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

13. Arah...



13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

(2)

(1)

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan
operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan
arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah
Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka
mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat
Daerah.

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari
kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan
dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya dapat
mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun
tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan
keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
Kinerja adalah capaian hasil kerja.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa
yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana
dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko
yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan
pencapaian tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3
Sistematika Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. BABI :  Pendahuluan;
b. BABII :  Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan
Isu Strategis Perangkat Daerah;

c. BABIIIL...



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

c. BABIII : Tuyjuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan;

d. BABIV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan
Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan

e. BABV :  Penutup.

Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis
Dinas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4
Dinas Kesehatan wajib menerapkan Manajemen Risiko
dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi Rencana Strategis Dinas.
Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a. menjamin pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator
kinerja Perangkat Daerah;
b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
program dan kegiatan;
c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan,
kegagalan, dan kerugian; dan
d. memperkuat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
pengendalian intern pemerintah.
Manajemen Risiko meliputi tahapan:
a. penetapan konteks;
b. identifikasi risiko;
c. analisis risiko;
d. evaluasi risiko; dan
e. pengendalian risiko.
Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) digunakan sebagai dasar dalam:
a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
b. perumusan program dan kegiatan,;
c. penetapan target kinerja; dan
d. pengambilan keputusan manajerial.
Kepala Dinas bertanggung jawab atas penerapan
Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang
dipimpinnya.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas.

(2) Kepala...



(2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
Rencana Strategis Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025
BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN

ttd

SUMEDANG,

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.

NIP. 197701042006041002
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah
dan rahmat-Nya, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dapat
diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
Tahun 2025-2029 ini disusun dalam upaya menyikapi terhadap
tantangan bidang kesehatan, serta menyelaraskan program dan
kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Permendagri
No. 900.1.15 5-3406 Tahun 2024, dan sesuai dengan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 dengan memuat program-program
pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2025-2029 serta permasalahan aktual berdasarkan tugas dan
fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 perlu adanya
keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan
seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pembangunan
bidang kesehatan di Kabupaten Sumedang.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang
terkait dengan kecukupan data dan informasi serta daya telaah yang
terdapat di dalam dokumen Renstra ini, namun semoga perencanaan
yang telah disusun ini menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang di Tahun 2025-2029 dalam menjalankan

pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sumedang, September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMEDANG

H. Dikdik Sadikin, A.KS., M.Si.
NIP. 197205151998031010
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-
2029 berawal dari RPJPN 2025-2045 yang menjadi arah
pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan
tersebut dijabarkan dalam RPJPD dan RPJMD di tingkat provinsi
maupun kabupaten, kemudian diturunkan secara operasional dalam
Renstra perangkat daerah sehingga terwujud kesinambungan

perencanaan dari pusat hingga daerah, yang tergambar dalam bagan

berikut:
4 N\
RPJPN 2025-2045 (Visi: Indonesia Emas 2045)
Pilar: SDM unggul, Ekonomi, Sosial-Budaya, Lingkungan,
Tata Kelola
. J
v
4 N\
RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045
Visi: Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia,
dan Berkelanjutan
. J
v
4 )
RPJPD Kab. Sumedang 2025-2045
Visi: Sumedang Mandala (Maju, Agamis, Mandiri, Adil,
Berkelanjutan)
Tahap 2025-2029: Penguatan Pondasi
\_ J
v
4 )
RPJMN 2025-2029
Prioritas: Stunting, AKI/AKB, TBC, PTM, Kesehatan Jiwa,
layanan primer & rujukan, ketahanan farmasi-alkes,
pemeriksaan gratis
g J
v
4 N\
RPJMD Prov. Jawa Barat 2025-2029
Fokus: Pemerataan layanan kesehatan, stunting, PTM,
mutu layanan rujukan
L J

v

RPJMD Kab. Sumedang 2025-2029
Visi: Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045
Fokus: Zero New Stunting, penurunan AKI & AKB, cakupan penemuan dan
pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage), angka keberhasilan pengobatan
tuberkulosis (treatment success rate), pemerataan layanan

T J
_ )
Renstra Dinas Kesehatan Kab. Sumedang 2025-2029
Fokus: Stunting, AKI/AKB, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis
(treatment coverage), angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate),
pengendalian penyakit,
layanan kesehatan merata & bermutu, penguatan nakes & infrastruktur
J

1



Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang Tahun 2025-2029 didasari oleh kondisi pembangunan
sektor kesehatan yang masih menghadapi berbagai tantangan,
sekalipun telah menunjukkan sejumlah kemajuan. Capaian Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang terus mengalami
peningkatan, namun indikator kesehatan yang menjadi penopang
utama IPM, seperti Usia Harapan Hidup, angka kematian ibu dan bayi,
prevalensi stunting, serta cakupan layanan kesehatan dasar, masih
memerlukan perhatian serius. Disparitas akses layanan kesehatan
antarwilayah masih terjadi, ketersediaan tenaga kesehatan belum
merata, serta kapasitas infrastruktur kesehatan belum sepenuhnya
memadai. Selain itu, isu kesehatan masyarakat seperti stunting,
tuberkulosis, dan penanganan penyakit kronis masih menjadi agenda

penting yang harus segera diatasi.

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu tantangan
kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumedang, sebagaimana
tercantum dalam sasaran RPJMD 2025-2029 yang menekankan
peningkatan pemerataan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan.
Upaya penanganan TBC difokuskan pada peningkatan cakupan
penemuan dan pengobatan kasus (treatment coverage) serta
keberhasilan pengobatan (treatment success rate), yang ditargetkan
mencapai 91-93 persen hingga tahun 2029. Hal ini sejalan dengan
misi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan
berkarakter. Tingginya potensi penularan TBC akibat belum
optimalnya deteksi dini dan kepatuhan pengobatan menjadi perhatian
penting agar derajat kesehatan masyarakat meningkat dan
mendukung pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia
yang berkualitas di Kabupaten Sumedang.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa sektor kesehatan
merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung pencapaian
visi pembangunan daerah, yaitu “Sumedang Simpati Semakin Maju
Menuju Indonesia Emas 2045.” Oleh karena itu, diperlukan dokumen
perencanaan strategis yang mampu mengarahkan pembangunan

kesehatan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.



Secara konseptual, Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen
perencanaan strategis S (lima) tahunan yang memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan kesehatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi
Dinas Kesehatan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam
perumusan Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta menjadi acuan bagi
seluruh jajaran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan masyarakat. Lebih dari itu, Renstra berperan sebagai
instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang memastikan agar
setiap kebijakan dan program kesehatan dapat mendukung
pencapaian target RPJMD serta selaras dengan perencanaan
pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
berlandaskan pada berbagai regulasi yang menjadi acuan normatif,
antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang
Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2025-2045. Selain itu, peraturan turunan lainnya
seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN
2025-2029, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah,
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan
nomenklatur pembangunan daerah, hingga Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD
dan Renstra Perangkat Daerah, memberikan kerangka hukum yang
harus dipedomani, serta dokumen RPJMD 2025-2029 menjadi
rujukan utama dalam menyusun Renstra Dinas Kesehatan.

Keberadaan Renstra Dinas Kesehatan memiliki nilai strategis
yang sangat penting. Pertama, Renstra ini menjadi instrumen
penjabaran visi dan misi Bupati dalam bidang kesehatan ke dalam
program dan kegiatan yang nyata serta terukur. Kedua, Renstra
menjamin adanya keterpaduan perencanaan pembangunan kesehatan

antara pemerintah daerah, provinsi, dan nasional, sehingga upaya



pembangunan kesehatan dapat berjalan sinergis. Ketiga, Renstra
menjadi dasar bagi pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas
Kesehatan, sehingga akuntabilitas dan efektivitas program kesehatan
dapat lebih terjamin. Keempat, Renstra memberikan arah yang jelas
bagi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Sumedang
melalui percepatan penurunan stunting, penanganan tuberkulosis,
peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit
menular dan tidak menular, serta pemerataan akses dan mutu
layanan kesehatan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Tahun 2025-2029 bukan hanya sekadar memenuhi
kewajiban administratif, melainkan juga merupakan kebutuhan
strategis untuk memastikan pembangunan kesehatan di Kabupaten
Sumedang berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak

nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Sumedang Tahun 2025-2029 berlandaskan pada peraturan-peraturan

dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.
11.

12.

13.

14.

Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,;
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit
Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
4359);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);



31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, @ Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2001
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah RSUD Kabupaten
Sumedang;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014
tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);



46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2024 Nomor 10);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024
Nomor 11);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025
Nomor 2025);

50. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 68 Tahun
2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit dan Peraturan Internal
Staf Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sumedang;

S1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 153
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan
strategis 5 tahunan yang memberikan arahan dan dasar pengambilan
keputusan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-
2029 yaitu “Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas
2045”.
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Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Tahun 2025-2029 memiliki tujuan sebagai berikut:

1.

1.4

Menjabarkan visi, misi, program dan prioritas RPJMD Kabupaten
Sumedang Tahun 2025-2029 sesuai Urusan dan Kewenangan
Dinas Kesehatan;

Merumuskan ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan
kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap
tahunnya;

Merumuskan kerangka pendanaan indikatif Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan informasi berikut:
1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab Il  Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas

Kesehatan
Bab ini menguraikan informasi berikut:
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

Bab IIl Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan informasi berikut:
3.1 Tuyjuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

11



Bab IV

Bab V

3.3 Strategi Renstra Dinas Kesehatan dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun
2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan dalam
mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan
Tahun 2025-2029

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan @ dan  Kinerja

Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan
Pendanaan

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan

Penutup

Bab ini menguraikan informasi tentang kesimpulan penting

substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan

pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah

daerah.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang merupakan perangkat
daerah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah
serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam
melaksanakan fungsinya, Dinas Kesehatan berperan sebagai motor
penggerak pembangunan kesehatan daerah melalui perumusan
kebijakan, pelaksanaan program, serta pengendalian dan evaluasi
pelayanan kesehatan masyarakat. Keberadaan Dinas Kesehatan
menjadi sangat penting dalam memastikan terpenuhinya hak dasar
masyarakat atas layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan
berkeadilan.

Sebagai penyelenggara pemerintahan, Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga
strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah di sektor
kesehatan. Melalui koordinasi lintas sektor, pembinaan unit pelaksana
teknis, serta pengelolaan sumber daya kesehatan, Dinas Kesehatan
berperan dalam memperkuat sistem kesehatan daerah yang adaptif
terhadap dinamika kebijakan nasional maupun tantangan global.
Dengan demikian, Dinas Kesehatan hadir sebagai garda terdepan
dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus
mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah
maupun jangka panjang daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan
Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas

Kesehatan Kabupaten Sumedang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan

sebagian tugas Bupati di Bidang Kesehatan. Dalam
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menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Kesehatan memiliki

fungsi sebagai berikut:

a.

Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang
pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan;
Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
Pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang membentuk Struktur

Organisasi sebagai berikut:

a.

b.

g 0

5@ o

[y
.

Kepala Dinas;

Sekretaris, membawahi Subbagian Umum dan Sub Bagian
Keuangan,;

Bidang Kesehatan Masyarakat;

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
Bidang Pelayanan Kesehatan;

Bidang Sumber Daya Kesehatan;

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;

UPTD Laboratoruim Kesehatan Daerah;

UPTD Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
Direktur Rumah Sakit;

Jabatan Fungsional.

Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Sumedang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,
mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh urusan
pemerintahan di bidang kesehatan, meliputi perumusan
kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, serta
evaluasi program pembangunan kesehatan di Kabupaten

Sumedang. Kepala Dinas juga berfungsi sebagai penanggung
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jawab utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan,
peningkatan  derajat kesehatan = masyarakat, serta
memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Sekretaris, membawahi Subbagian Umum dan Sub Bagian
Keuangan.

Sekretaris bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas
administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian,
perlengkapan, keuangan, serta penyusunan program kerja
Dinas Kesehatan. Melalui Subbagian Umum (termasuk
Subbagian Program), Sekretaris berfungsi dalam pengelolaan
administrasi umum, ketatausahaan, kehumasan, serta
perencanaan program dan pelaporan. Sedangkan Subbagian
Keuangan bertugas melaksanakan administrasi keuangan,
pengelolaan anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan
dinas.

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat bertugas menyusun,
melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang
kesehatan masyarakat, meliputi kesehatan keluarga,
kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, serta promosi
kesehatan. Fungsi utama bidang ini adalah meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam
mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Bidang
Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang ini bertugas melaksanakan upaya pencegahan,
penanggulangan, dan pengendalian penyakit menular
maupun tidak menular, termasuk surveilans kesehatan,
imunisasi, serta pengendalian faktor risiko kesehatan.
Fungsinya adalah meminimalkan angka  kesakitan,
kecacatan, dan kematian akibat penyakit melalui program

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bidang
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Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan bertugas menyusun dan
melaksanakan kebijakan teknis terkait peningkatan mutu
pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, pembinaan
fasilitas pelayanan kesehatan, serta penjaminan mutu
pelayanan. Fungsinya adalah memastikan tersedianya
layanan kesehatan yang terjangkau, bermutu, dan
berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bidang
Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang ini bertugas mengelola sumber daya kesehatan yang
mencakup tenaga kesehatan, sarana dan prasarana
kesehatan, perbekalan farmasi, serta teknologi kesehatan.
Fungsi utamanya adalah memastikan ketersediaan,
pemerataan, dan kualitas sumber daya kesehatan untuk
mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Bidang
Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

UPTD Puskesmas bertugas menyelenggarakan pelayanan
kesehatan tingkat pertama yang komprehensif, meliputi
upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi
masyarakat di wilayah kerjanya. Fungsinya adalah sebagai
ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dan
pelaksana teknis kebijakan Dinas Kesehatan di lapangan.
Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

UPTD Labkesda bertugas memberikan layanan pemeriksaan
laboratorium kesehatan masyarakat dan lingkungan,
surveilans, serta dukungan diagnostik bagi upaya kesehatan.
Fungsi utamanya adalah meningkatkan kualitas data

kesehatan serta mendukung penanggulangan penyakit dan
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faktor risiko kesehatan di daerah. UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Labkesda.

i. UPTD Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
UPTD ini bertugas melaksanakan pengelolaan logistik
kesehatan, perbekalan farmasi, obat-obatan, serta distribusi
ke seluruh wunit pelayanan kesehatan di Kabupaten
Sumedang. Fungsinya adalah menjamin ketersediaan, mutu,
dan keamanan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan dalam
pelayanan kesehatan masyarakat. UPTD ini dipimpin oleh
seorang Kepala Ufar.

j. Direktur Rumah Sakit;
Direktur Rumah Sakit Umar Wirahadikusumah bertugas
memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan di rumah
sakit. Fungsinya adalah menyelenggarakan pelayanan
kesehatan yang komprehensif, meningkatkan mutu layanan,
serta mendukung sistem rujukan kesehatan di Kabupaten
Sumedang.

k. Jabatan Fungsional.
Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga
teknis lainnya yang bertugas melaksanakan pelayanan
kesehatan sesuai bidang keahlian masing-masing, seperti
dokter, perawat, bidan, sanitarian, analis kesehatan,
farmasis, serta tenaga gizi. Fungsinya adalah melaksanakan
tugas-tugas teknis profesional untuk mendukung pelayanan

kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat

dilihat sebagaimana Gambar 2.1 berikut:
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMEDANG

KEPALA DINAS

_________________ SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

SUBBAGIAN SUBBAGIAN FUNGSIONAL

UMUM KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENCEGAHAN DAN
FUNGSIONAL KESEHATAN MASYARAKAT PENGENDALIAN PENY AKIT PELAYANAN KESEHATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL
[ ]

UNIT ORGANISASI

uPTD BERSIFAT KHUSUS
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang 6

(Sumber: Perbup No. 153 Tahun 2021)

Adapun Struktur Organisasi RSUD Umar Wirahadikusumah
terdiri dari:
Direktur;
Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
1. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
e Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagian Keuangan
e Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bagian Umum dan Kepegawaian
Wakil Direktur Pelayanan dan penunjang pelayanan,
membawahkan:
1. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
2. Bidang Pelayanan Keperawatan & Kebidanan;
3. Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Medis;
Jabatan Fungsional.
Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153

Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
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RSUD Umar Wirahadikusumah Kabupaten Sumedang, setiap

jabatan struktural pada RSUD Umar Wirahadikusumah

Kabupaten Sumedang mempunyai tugas umum, meliputi:

1.
2.
3.

9.

Memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
Merencanakan kegiatan dan anggaran;

Menyusun standar teknis dan standar operasional
prosedur;

Mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
Mendistribusikan tugas kepada pegawai;

Mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan
perencanaan dan pengendalian;

Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan
kinerja pegawai;

Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja
pegawai;

Menyusun sistem informasi; dan

10. Melaporkan kegiatan.

Dalam rangka menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya, maka Rumah Sakit Umum Daerah perlu

adanya pimpinan untuk mengkoordinasikan seluruh kebijakan

program dan menetapkan strategi pelaksanaan tugas dengan satu

pemimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Direktur Rumah

Sakit Umum Daerah.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas

pembantuan di Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi

sebagaimana Gambar 2.2.
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© KELOMPOK JABATAN
" FUNGSIONAL

~—" - 3 — G
KEPALA BAGIAN \
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1
KELOMPOK JABATAN
SUB BAGIAN UMUM FUNGSIONAL
1
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR
PELAYANAN DAN PENUNJANG
PELAYANAN

1 o _ 1
KEPALA BAGIAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERENCANAAN & PELAPORAN KEPERAWATAN & KEBIDANAN MEDIK & PENUNJANG MEDIK >

KELOMPOK JABATAN

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR  TAHUN 2021

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM me

PPERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 154 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Gambar 2.2 Struktur Organisasi RSUD Umar Wirahadikusumah
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b. Sumber Daya Perangkat Daerah
b.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
e Jumlah Pegawai
1) Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan
Sampai dengan tahun 2025, jumlah pegawai Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak
1.180 orang.
2) Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah
Sampai dengan bulan Agustus tahun 2025, jumlah
pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah dan jajarannya
sebanyak 482 orang.
e Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur
1) Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan
Berdasarkan tabel 2.1.1, jumlah pegawai Dinas Kesehatan
paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun
yaitu sebanyak 307 orang. Kelompok umur terbanyak kedua
berada di kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 247 orang.
Kelompok umur terbanyak ketiga berada di kelompok umur 41-
45 tahun sebanyak 206 orang. Kelompok umur terbanyak
keempat berada di kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 184
orang. Kelompok umur terbanyak kelima berada di kelompok
umur 31-35 tahun sebanyak 153 orang. Disusul urutan
keenam kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 78 orang, dan
urutan terakhir kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 5
orang.
Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang perlu mempersiapkan
pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat

sekitar 307 orang yang akan memasuki masa pensiun.
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Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

menurut Kelompok Umur

1 |Sekretariat 0 1 2 1 4 3 11 22
2 |Bidang Kesehatan Masvarakat 0 1 2 2 7 5 3 20
Bidang P han da
3 1eang eflcega an . " 1 1 1 0 0 3 6 12
Pengendalian Penyakit
4 [Bidang Pelavanan Kesehatan 0 0 0 0 4 6 4 14
5 |Bidang Sumber Daya Kesehatan 0 0 2 1 2 3 3 11
6 UPTD Pusat Kesehatan 4 7 143 178 187 273 275 1082
Masvarakat
UPTD Laboratorium Kesehatan
7 0 2 2 0 1 2 3 10
Daerah
UPTD Gudang Farmasi dan
9
8 Perbekalan Kesehatan: dan 0 0 0 3 2 2 2
9 [Jabatan Fungsional 0 0 0 0 0 0 0 0

Sumber: Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2) Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah

Berdasarkan tabel 2.1.2, jumlah pegawai RSUD Umar
Wirahadikusumah paling banyak berapada di kelompok umur
46-50 sebanyak123 orang. Kelompok umur terbanyka kedua
berada di kelompok umur 41 - 45 tahun sebanyak 121 orang.
Kelompok umur terbanyak ketiga berada di kelompok umur
lebih dari 50 tahun sebanyak 106 orang. Kelompok umur
terbanyak keempat berada di kelompok umur 36-40 tahun
sebanyak 55 orang. Kelompok umur terbanyak kelima berada
di kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 52 orang. Dan urutan
terakhir kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 25 orang.

Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah
RSUD Umar Wirahadikusumah perlu mempesiapkan pegawai
baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat sekitar

106 orang yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.1.2 Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah

Manajerial 2 1 3
2 | Bagian Keuangan 2 8 7 17
3 Bagian Urpum & 1 3 4 8
Kepegawaian
Bagian Perencanaan &
4 2 2
Pelaporan
5 Bidang Pelayanan Medik 3 3

dan Penunjang Medik
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Bidang Pelayanan
6 | Keperawatan dan 2 2
Kebidanan

Bidang Pelayanan
7 | Kefarmasian dan 1 1 1 1 4
Penunjang Non Medis

8 | Jabatan Fungsional 25 51 54 112 110 91 443

menurut Kelompok Umur

e Jumlah Pegawai Menurut Golongan
1) Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel 2.1.3, pegawai yang menempati
golongan IV sebanyak 97 orang, pegawai yang menempati
golongan III sebanyak 553 orang, pegawai yang menempati
golongan II sebanyak 211 orang, pegawai yang menempati
golongan I sebanyak 1 orang, dan pegawai dengan status PPPK
sebanyak 318 orang.

Komposisi pegawai ini menegaskan pentingnya strategi
pengembangan SDM kesehatan yang berfokus pada
peningkatan kualitas, penguatan kapasitas manajerial, serta
penyusunan sistem pembinaan karier yang berkeadilan.
Dengan demikian, Dinas Kesehatan dapat memastikan
ketersediaan aparatur yang profesional, adaptif, dan mampu
menjawab tantangan dalam  penyelenggaraan urusan

kesehatan daerah di masa mendatang.

Tabel 2.1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

menurut Golongan

Sumber: Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
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1 |Sekretariat 0 4 14 3 1 22

2 |Bidang Keschatan Masvarakat 0 0 13 2 5 20

3 Bidang Peflce gahan d.an 0 0 g 5 5 12
Pengendalian Penvakit

4 |Bidang Pelavanan Keschatan 0 0 10 1 3 14

5 |Bidang Sumber Davya Keschatan 0 1 6 3 1 11

¢ |UFP1ID Pusat Keschatan 0 205 492 84 301 1082
Magvarakat

7 UPTD Laboratorium Keschatan 0 0 5 ] 4 10
Daerah

g UPTD Gudang Farmasidan ! ! 5 ! ! 9
Perbekalan Kesehatan; dan

9 |Jabatan Fungsional 0 0 0 0 0 0




2) Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah

Berdasarkan Tabel 2.1.4, pegawai yang menempati
golongan IV sebanyak 97 orang, pegawai yang menempati
golongan IIl sebanyak 288 orang, pegawai yang menempati
golongan II sebanyak 46 orang dan pegawai yang berstatus

PPPK sebanyak 73 orang.
Tabel 2.1.4 Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah menurut Golongan

Golongan
No Unit Kerja JUMLAH
II III v PPPK
1 Manajerial 3 3
2 Bagian Keuangan 16 1 2 19
3 Bagian Umum & Kepegawaian 3 3 2 8
4 Bagian Perencanaan & Pelaporan 1 1 2
5 Bidang Pelayanan Medik dan 9 1 3
Penunjang Medik
Bidang Pelayanan Keperawatan dan
6 . 1 1 2
Kebidanan
7 Bidang Pelayanan Kefarmasian dan 1 3 4
Penunjang Non Medis
8 Jabatan Fungsional 43 264 63 71 441
TOTAL 46 288 75 73 482
e Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
1) Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan
Berdasarkan tabel 2.1.5, pegawai dengan tingkat

pendidikan S2 sebanyak 38 orang, pegawai dengan tingkat
pendidikan S1 sebanyak 297 orang, pegawai dengan tingkat
pendidikan D4 sebanyak 108 orang, pegawai dengan tingkat
pendidikan D3 sebanyak 678 orang, pegawai dengan tingkat
pendidikan SMA/SPK sebanyak 58 orang, dan pegawai dengan
tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum
tingkat pendidikan pegawai Dinas Kesehatan telah memiliki
tingkat pendidikan akademik D3-D4-S1-S2, dengan kata lain
sebanyak 95% pegawai Dinas Kesehatan telah memiliki (1)
kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas,
dalam domain kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan

mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka,
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kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu
informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4)
kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan
sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam
berpikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian
berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah
(Benjamin S. Bloom, 1956). Dalam perspektif kedepan perlu
dilakukan peningkatan tingkat pendidikan pegawai ke jenjang
S1 dan S2, dan melakukan pelatihan secara rutin untuk

meningkatkan kualitas pelayanan.

Tabel 2.1.5 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

menurut Tingkat Pendidikan

1 |[Sekretariat 0 0 5 2 0 13 2 22
2 |Bidang Keschatan Masvarakat 0 0 1 1 2 12 4 20
Bidang Pencegahan dan
12
3 Pengendalian Penvakit 0 0 ! 3 ! 4 3
4 |Bidang Pelavanan Keschatan 0 0 1 1 2 6 4 14
5 |Bidang Sumber Daya Kesehatan| 0 0 2 2 0 4 3 11
6 [P TD Pusat Keschatan 0 | o | 4 | 663 | 103 | 248 | 22 | 1082
Masvarakat
7 UPTD Laboratorium Kesechatan 0 0 1 6 0 3 0 10
Daerah
UPTD Gudang Farmasi dan
8 0 1 1 0 0 7 0 9
Perbekalan Kesehatan: dan

9 |Jabatan Funiional 0 0 0 0 0 0 0 0

Sumber: Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2) Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah

Berdasarkan Tabel 2.1.6, pegawai dengan tingkat
pendidikan S-2 sebanyak 38 orang, pegawai dengan tingkat
pendidikan S-1 sebanyak 177 orang, pegawai dengan tingkat
pendidikan D-IV sebanyak 27 orang, pegawai dengan tingkat
pendidikan D-III sebanyak 203 orang, dan pegawai dengan
tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 37 orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum
tingkat pendidikan pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah
telah memiliki tingkat pendidikan akademik D-III,D-IV, S-1, S-
2, dengan kata lain sebanyak 92,32% pegawai RSUD Umar

Wirahadikusumah telah memiliki (1) kemampuan mengingat
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informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, (2)
kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke
dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3)
kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori
atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis
untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah
dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berpikir, dan (6)
kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria
yang baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).
Dalam perspektif kedepan perlu dilakukan peningkatan tingkat
pendidikan pegawai ke jenjang S1 dan S2, dan melakukan
pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kualitas

pelayanan.

Tabel 2.1.6 Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah menurut
Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan

No Unit Kerja JUMLAH
SMA/ SMK D3 D4 S1 S2
1 Manajerial 3 3
2 Bagian Keuangan 3 11 3 17
3 Bagian Umum & Kepegawaian 3 2 2 1 8
4 Bagian Perencanaan & Pelaporan 2 2
5 Bidang Pelayanan Medik dan
Penunjang Medik 1 2 3
6 Bidang Pelayanan Keperawatan
dan Kebidanan 2 2
7 Bidang Pelayanan Kefarmasian dan
Penunjang Non Medis 1 3 4
8 Jabatan Fungsional 30 200 16 168 | 29 443
TOTAL 37 203 | 27 | 177 | 38 482

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

1)

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia
berjumlah 14 jabatan dan telah terisi semuanya. Berdasarkan
tabel 2.1.7, jumlah pegawai dengan jabatan Eselon II sebanyak
1 orang, jumlah pegawai dengan jabatan Eselon III sebanyak 4

orang, jumlah pegawai dengan jabatan Eselon IV sebanyak 1
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orang, jumlah pegawai dengan jabatan Kepala Puskesmas,
Labkesda, dan Gudang Farmasi sebanyak 37 orang, jumlah
pegawai dengan jabatan Kepala Subbag Tata Usaha
Puskesmas, Labkesda, dan Gudang Farmasi sebanyak 37 orang
dan jumlah pegawai Fungsional Pelaksana sebanyak 1.100
orang.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang menegaskan pentingnya strategi penguatan tata
kelola organisasi, optimalisasi peran pimpinan unit teknis,
serta manajemen pengembangan pegawai fungsional yang
dominan. Dengan pengelolaan yang tepat, komposisi struktur
dan jabatan ini dapat menjadi kekuatan strategis dalam
mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas,

dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Tabel 2.1.7 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

menurut Jabatan

1 |Eselon I1 1

2 |[Eselon I11 4

3 |Eselon [V 1

4 |Kepala Puskesmas. Labkesda. dan Gudang Farmasi 37
5 |Kepala Subbag Tata Usaha Puskesmas. Labkesda, dan Gudang Farmasi 37
6

Funisional Pelaksana 1100

Sumber: Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah

Berdasarkan  struktur  organisasi RSUD Umar
Wirahadikusumah, jumlah jabatan struktural yang tersedia
berjumlah 10 jabatan dan telah terisis semuanya. Berdasarkan
tabel 2.1.8, jumlah pegawai dengan jabatan Eselon II sebanyak
1 orang, jumlah pegawai dengan jabatan Eselon III sebanyak 8
orang, jumlah pegawai Kepala Subbag Umum sebanyak 1 orang
dan jumlah pegawai Fungsional Pelaksana sebanyak 472

orang.
Tabel 2.1.8 Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah

menurut Jabatan

1 Eselon II 1




2 Eselon III 8

o Jumlah Pegawai 3 Kepala Subbag Umum 1
. 4 Fungsional Pelaksana 472
Menurut Jenis o [ e
Kelamin

1) Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel 2.1.9, pegawai didominasi oleh pegawai
Perempuan sebanyak 948 orang, dan pegawai Laki-Laki
sebanyak 232 orang.

Kondisi komposisi gender ini menekankan pentingnya
penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam
manajemen SDM kesehatan, baik dalam hal pembinaan karier,
pemberian kesempatan menduduki jabatan struktural maupun
fungsional, serta dalam menciptakan lingkungan kerja yang
mendukung partisipasi optimal dari seluruh pegawai. Dengan
demikian, keberagaman gender dapat dikelola sebagai potensi
strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi dan

memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 2.1.9 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

menurut Jenis Kelamin

1 |Sckretariat 11 11 22
2 |Bidang Kesehatan Masvarakat 6 14 20
3 |Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penvakit 3 9 12
4 |Bidang Pelavanan Kesehatan 4 10 14
5 |Bidang Sumber Dava Kesehatan 5 6 11
6 |UPTD Pusat Kesehatan Masvarakat 200 882 1082
7 _|UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 0 10 10
8 |UPTD Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan; dan 3 6 9

9

Jabatan F‘iisional 0 0 0

Sumber: Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2) Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah
Berdasarkan tabel 2.1.10, pegawai didominasi oleh
pegawai Perempuan sebanyak 310 orang, dan pegawai Laki-
Laki sebanyak 172 orang. Dengan demikian RSUD Umar
Wirahadikusumah berkontribusi terhadap Indeks

Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang.
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Tabel 2.1.10 Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah

menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
No. Unit Kerja Jumlah

L P
1 Manajerial 1 2
2 Bagian Keuangan 9 8
3 Bagian Umum & Kepegawaian 5 3
4 Bagian Perencanaan & Pelaporan 2
5 Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik 2 1
6 Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 2
7 Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medis 2 2

8 Jabatan Fungsional 153 290

TOTAL 172 310

e Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

1) Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel 2.1.11 apabila pegawai dikelompokkan
menurut jenis kelamin dan jabatan, pegawai dengan jabatan
Eselon II terdapat 1 pegawai laki-laki, pegawai dengan jabatan
Eselon III terdapat 1 pegawai laki-laki dan 3 pegawai
perempuan, pegawai dengan jabatan Eselon IV terdapat 1
pegawai laki-laki, pegawai dengan jabatan Kepala Puskesmas,
Labkesda, dan Gudang Farmasi terdapat 14 pegawai laki-laki
dan 23 pegawai Perempuan, pegawai dengan jabatan Kepala
Subbag Tata Usaha Puskesmas, Labkesda, dan Gudang
Farmasi terdapat 16 pegawai laki-laki dan 21 pegawai
Perempuan, pegawai dengan jabatan Fungsional Pelaksana
terdapat 199 pegawai laki-laki dan 901 pegawai perempuan.

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan jabatan
menegaskan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan gender
dalam pembinaan karier, rekrutmen, dan penempatan jabatan,
sehingga tercipta keseimbangan yang mampu meningkatkan
efektivitas organisasi. Dengan strategi pengembangan SDM
yang inklusif, Dinas Kesehatan dapat mengoptimalkan potensi
pegawai laki-laki maupun perempuan dalam mendukung

pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
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Tabel 2.1.11 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan

menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

1 _|Eselon II 1 1

2 |Eselon III 1 3 4

3 |Eselon IV 1 1

4 |Kepala Puskesmas. Labkesda. dan Gudang Farmasi 14 23 37
5 |Kepala Subbag Tata Usaha Puskesmas, Labkesda, dan Gudang Farmasi

6

iiiswnal Pelaksana 1100

Sumber: Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2) Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah

Berdasarkan tabel 2.1.12 apabila pegawai dikelompokkan
menurut jenis kelamin dan jabatan, pegawai dengan jabatan
Eselon II terdapat 1 pegawai laki-laki, pegawai dengan jabatan
Eselon III terdapat 3pegawai laki-laki dan S pegawai
perempuan, pegawai dengan jabatan Kepala Subbag Umum
terdapat 1 pegawai laki-laki, pegawai dengan jabatan
Fungsional Pelaksana terdapat 167 pegawai laki-laki dan 305

pegawai perempuan.

Tabel 2.1.12 Jumlah Pegawai RSUD Umar Wirahadikusumah menurut Jabatan

dan Jenis Kelamin

1 Eselon II

2 Eselon III 3 5
3 Kepala Subbag Umum 1

4 Fungsional Pelaksana

Pada bagian kondisi sumber daya aparatur, data telah
disajikan secara komprehensif berdasarkan umur, golongan,
tingkat pendidikan, jabatan, jenis kelamin, serta tabulasi silang
antara jabatan dan jenis kelamin. Namun demikian, analisis
mengenai kondisi ideal sumber daya manusia yang dibutuhkan
oleh Dinas Kesehatan untuk mendukung pencapaian kinerja dan
pelayanan kesehatan belum disajikan secara eksplisit.

Dengan belum adanya perumusan kondisi ideal (misalnya
kebutuhan jumlah dan kualifikasi pegawai yang seharusnya

dimiliki dibandingkan kondisi aktual), maka analisis kesenjangan



(gap analysis) antara kebutuhan ideal dan kondisi eksisting belum
dapat dilakukan pada periode Renstra ini.

Ke depan, dalam penyusunan Renstra periode berikutnya,
diharapkan dapat dilengkapi dengan analisis gap sumber daya
manusia yang mencakup antara lain:

1. Kebutuhan jumlah pegawai berdasarkan beban kerja dan jenis
pelayanan.

2. Kompetensi dan kualifikasi yang ideal sesuai jabatan dan
fungsi.

3. Rencana pengembangan kapasitas sumber daya manusia
untuk menutup kesenjangan tersebut.

Dengan adanya analisis tersebut, Dinas Kesehatan akan
memiliki dasar yang lebih kuat dalam perencanaan pengembangan
aparatur, baik untuk rekrutmen, pelatihan, maupun penataan
struktur organisasi, sehingga efektivitas dan kualitas pelayanan

kesehatan dapat semakin meningkat.

b2. Sarana dan Prasarana

1) Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan

Tabel 2.1.13 Jumlah Aset/Modal menurut Jenis pada Dinas Kesehatan s/d TA.

2025
1 [Kendaraan Roda 4 100 70 28 1 1
2 [Kendaraan Roda 2 336 169 167
3 |Peralatan Kantor :
= Komputer/PC 675 588 87
« Laptop 229 229
» Meja Rapat 90 {8 2
+ Meja 1/2 Biro 698 82 616
« Kursi Kerja / Paket Kursi Kerja 36 36
+ Kursi Tamu 90 89 1
* Lemari Arsip 200 183 17

Sumber: Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2) Sarana dan Prasarana RSUD Umar Wirahadikusumah

Tabel 2.1.14 Jumlah Aset/Modal menurut Jenis Pada RSUD Umar
Wirahadikusumah s/d TA 2025

1 Kendaraan Roda 4
Ambulance 7 7
Operasional 8 8
2 | Kendaraaan Roda 2 3 2 1
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Peralatan Kantor :

P.C Unit 309 307 2
Laptop 63 63

Note Book 11 11

Meja rapat 30 21 9
meja rapat pejabat S S

Meja 1/2 Biro 353 323 31
Meja Komputer 15 15

Meja Kerja Besi/Metal 37 37

Meja Kerja Kayu 27 27

Kursi Besi/Metal 140 140

Kursi Fiber Glas/Plastik 47 47

Kursi Rapat 201 201

Kursi Tamu 91 65 26
Kursi Putar 127 127

Kursi Biasa 27 27

Bangku Tunggu 7 7

Kursi Lipat 220 220

Sofa 134 134

Mesin Ketik Manual Standar 16 2 14
Lemari Besi/Metal 161 161

Lemari Kayu 87 51 36
Rak Besi 124 109 15
Rak Kayu 52 27 25
Filling Cabinet Besi 66 55 11
Brandkas 4 4

Kardex Kayu 9 9

Locker 1 1

Lemari Sorok 4 1

Lemari Kaca 7 5
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c. Kinerja Pelayanan
Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun sebelumnya periode
2020-2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

capaian realisasi keuangan adalah sebagai berikut:
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1) Dinas Kesehatan

Tabel 2.1.15 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

NO.

INDIKATOR

TARGET
SPM

TARGET
IKK

TARGET
SDGs

TARGET RENSTRA SKPD

REALISASI

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

(1)

()

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Ratio
kematian
ibu

110/100.000
KH

105/100.000
KH

100/100.000
KH

95/100.000
KH

90/100.000
KH

110/100.000
KH

201/100.000
KH

107/100.000
KH

136
/100.000
KH

143/100.000
KH

Ratio
kematian
bayi

22/1.000 KH

20/1.000 KH

18/1.000 KH

16/1.000
KH

14/1.000
KH

7/1.000 KH

9/1.000 KH

14/1000 KH

11/1000
KH

12.7/1000
KH

Prevalensi
Balita
Stunting

16%

14%

12%

9%

8%

12,05%

10,99%

8,27%

7,89%

7,32%

Angka
Kematian
Karena
Penyakit
DBD (CFR
DBD)

<1%

< 1%

< 1%

< 1%

<1%

1,02%

1,12%

0,688%

0,17%

0,3%

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
bidang

kesehatan

90%

90%

91%

92%

93%

87%

86,89%

88,44%

85%

93%

Sumber: Sub Bagian Program
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Secara umum, capaian pelayanan dengan Indikator Kinerja

Utama (IKU) pada periode 2020-2024 menunjukkan adanya

perbaikan pada beberapa indikator penting kesehatan, meskipun

masih terdapat tantangan pada indikator tertentu.

1.

Rasio Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami
fluktuasi yang cukup signifikan. Target penurunan dari 110
menjadi 90 per 100.000 kelahiran hidup belum tercapai.
Capaian tahun 2024 berada di angka 143/100.000 KH, lebih
tinggi dari target dan bahkan meningkat dibanding tahun
sebelumnya (2023: 136/100.000 KH). Hal ini menunjukkan
masih tingginya risiko kematian ibu yang perlu mendapat

perhatian lebih serius.

. Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan

tren yang lebih positif. Target penurunan dari 22 menjadi 14
per 1.000 kelahiran hidup berhasil dicapai dengan capaian
tahun 2024 di angka 12,7/1.000 KH. Hal ini mencerminkan
adanya perbaikan signifikan dalam pelayanan kesehatan ibu

dan bayi.

. Prevalensi Balita Stunting terus menurun dari 12,05% pada

2020 menjadi 7,32% pada 2024, melampaui target awal yang
ditetapkan sebesar 8%. Penurunan ini menunjukkan
keberhasilan program intervensi gizi dan peningkatan
kesadaran masyarakat terkait stunting.

Angka Kematian Karena DBD (CFR DBD) berhasil ditekan
hingga berada di bawah target <1%. Capaian tahun 2024
sebesar 0,3% mencerminkan keberhasilan pengendalian
kasus DBD melalui upaya pencegahan dan penanganan yang
efektif.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang kesehatan
menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun sempat turun
pada tahun 2022. Pada 2024, capaian 93% berhasil mencapai
target, mencerminkan meningkatnya kepuasan masyarakat
terhadap layanan kesehatan di UPTD Puskesmas.

Keseluruhan capaian ini menunjukkan adanya perbaikan

kualitas layanan kesehatan di beberapa aspek, terutama pada

penurunan stunting, kematian bayi, dan kepuasan masyarakat.
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Namun, angka kematian ibu yang masih tinggi menjadi tantangan
utama yang harus diatasi melalui peningkatan akses layanan
kesehatan maternal, penanganan komplikasi kehamilan, serta
edukasi kesehatan bagi ibu hamil.

Sedangkan capaian realisasi keuangan terlampir sebagai

berikut:

Tabel 2.1.16 Capaian Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024
TAHUN JUMLAH REALISASI PERSENTASE
ANGGARAN (Rp) | ANGGARAN (Rp) REALISASI (%)

2020 272.340.269.935 241.167.188.605 88,55%

2021 279.870.680.663 253.689.603.518 90,65%

2022 238.056.795.668 220.305.921.327 92,54%

2023 222.853.766.384 | 219.635.066.909 98,56%

2024 239.817.645.471 236.659.467.031 98,68%

Sumber: Sub Bagian Keuangan

Selama periode 2020-2024, pengelolaan anggaran Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedang menunjukkan tren positif
dengan peningkatan efektivitas serapan anggaran.

Pada tahun 2020, tingkat realisasi anggaran hanya mencapai
88,55%, mencerminkan tantangan awal dalam penyesuaian
program kerja. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi
perbaikan signifikan. Tahun 2021 dan 2022 mencatat persentase
realisasi masing-masing sebesar 90,65% dan 92,54%.
Peningkatan paling signifikan terjadi pada 2023 dengan realisasi
98,56%, dan capaian tertinggi pada 2024 dengan 98,68%.

Tingkat serapan yang semakin baik ini menunjukkan
keberhasilan dalam perencanaan, distribusi, dan implementasi
program-program kesehatan, termasuk pembangunan fasilitas
kesehatan, pengadaan alat kesehatan, dan pelaksanaan program
prioritas kesehatan masyarakat. Namun, masih ada beberapa
sub-kegiatan dengan realisasi rendah pada tahun-tahun awal
yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan di periode
mendatang.

Secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan peningkatan
kapasitas manajerial dan efektivitas penggunaan anggaran untuk

mendukung layanan kesehatan masyarakat.
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2) RSUD Umar Wirahadikusumah

Tabel 2.1.17 Capaian Kinerja RSUD Umar Wirahadikusumah berdasarkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

Tahun Indikator Kinerja Utama Satuan Targ.et Rea11§as1
Capaian Capaian
2020 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Persen 98
sesuai kewenangan Kelas B
IKM Rumah Sakit Pont 91
Persentase Pencapaian Indikator Mutu Persen 91
Pelayanana di Rumah Sakit
Nilai Sakip Perangkat Daerah Nilai/ 90 / A
Kategori
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Buah 1
Indeks Reformasi Birokrasi Persen 70
2021 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Persen 100
sesuai kewenangan Kelas B
IKM Rumah Sakit Point 92
Persentase Pencapaian Indikator Mutu Persen 92
Pelayanan di Rumah Sakit
2022 IKM Rumah Sakit Poin 93
Akreditasi Rumah Sakit sesuai Standar Nilai 84 94,17
Nasional
2023 IKM Rumah Sakit Poin 93
Akreditasi Rumah Sakit sesuai Standar Nilai 85 94,17
Nasional
2024 Akreditasi Rumah Sakit sesuai Standar Nilai 86 94,17
Nasional

Selama periode 2022-2024, RSUD Umar Wirahadikusumah
menunjukkan capaian kinerja yang konsisten dan melampaui
target yang ditetapkan. Nilai akreditasi rumah sakit secara
berkelanjutan berada pada 94,17, melebihi target yang ditetapkan
setiap tahunnya (84 pada 2022, 85 pada 2023, dan 86 pada 2024).

Dengan  demikian, capaian  tersebut menegaskan
keberhasilan rumah sakit dalam kepatuhan terhadap standar
nasional akreditasi.

Sedangkan capaian realisasi keuangan terlampir sebagai

berikut:

Tabel 2.1.18 Capaian Realisasi Keuangan RSUD Umar Wirahadikusumah
Tahun 2020-2024

TAHUN JUMLAH ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PERSENTASE
(Rp) (Rp) REALISASI (%)
2020 214.587.902.781 197.431.985.179 92,01%
2021 231.258.571.612 225.647.840.531 97,57%
2022 236.631.032.904 229.463.930.816 96,97%
2023 225.039.710.297 203.957.579.945 90,63%
2024 251.389.274.646 234.816.609.856 93,41%

Selama periode 2020-2024, pengelolaan anggaran RSUD
Umar Wirahadikusumah menunjukkan pada tahun 2020, tingkat

realisasi anggaran hanya mencapai 92,01%, mencerminkan
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tantangan awal dalam penyesuaian program kerja. Namun, pada
tahun berikutnya terjadi perbaikan signifikan. Tahun 2021
mencatat persentase realisasi tertinggi sebesar 97,57% dan untuk
tahun berikutnya yaitu sebesar 96,97% (tahun 2022). Terjadi
penurunan penyerapan pada tahun 2023 yang persentase
realisasnya 90,63% dan kembali meningkat pada tahun
berikutnya yaitu sebesar 93,41% (tahun 2024).

Tingkat serapan anggaran belanja yang berfluktuatif ini
dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya wabah Covid-19
yang melanda saat itu. Akan tetapi dalam perencanaan dan
implementasi program-program di Rumah Sakit telah
dilaksanakan secara optimal, baik itu di dalam pembangunan
fasilitas kesehatan, pengadaan alat kesehatan, dan pelaksanaan
program prioritas dalam pelayanan yang dirasakan langsung oleh
masyarakat.

Namun, masih ada beberapa sub-kegiatan dengan realisasi
rendah pada tiap tahunnya yang perlu menjadi perhatian untuk
perbaikan di periode mendatang.

Secara keseluruhan, tabel 2.1.18 ini memperlihatkan
peningkatan kapasitas manajerial dan efektivitas penggunaan
anggaran untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat di
Rumah Sakit.

. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang mencakup seluruh lapisan masyarakat dengan
prioritas kepada kelompok rentan dan berisiko tinggi. Adapun
kelompok sasaran tersebut antara lain:

e Bayi dan Balita
Merupakan kelompok wusia 0-5 tahun yang menjadi
prioritas untuk pelayanan imunisasi dasar lengkap,
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan melalui
posyandu, serta intervensi gizi spesifik untuk pencegahan
stunting.
e Anak Usia Sekolah dan Remaja
Anak usia 6-18 tahun mendapatkan layanan kesehatan

melalui program UKS/UKGS, pemeriksaan kesehatan berkala,
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edukasi kesehatan reproduksi, serta pencegahan anemia
dengan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri.
Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas

Wanita usia 15-49 tahun serta ibu hamil memperoleh
layanan kesehatan reproduksi, pelayanan KB, pemeriksaan
antenatal care (ANC), serta pendampingan persalinan yang
aman dan pelayanan nifas.

Lanjut Usia (Lansia)

Lanjut usia 260 tahun mendapat pelayanan melalui
Posyandu Lansia, skrining penyakit tidak menular, serta
edukasi terkait pencegahan penyakit kronis dan peningkatan
kualitas hidup.

Masyarakat Umum dan Kelompok Rentan

Meliputi seluruh penduduk termasuk masyarakat miskin
dan daerah terpencil (DTPK). Layanan mencakup pelayanan
kesehatan dasar, penanggulangan penyakit menular (TBC,
HIV/AIDS, malaria, DBD), serta penanganan bencana dan
kejadian luar biasa.

Pekerja dan Masyarakat Produktif

Kelompok usia kerja diberikan layanan kesehatan kerja,
skrining penyakit tidak menular di tempat kerja, serta edukasi
terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Penyandang Disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ)

Kelompok ini mendapatkan layanan rehabilitasi berbasis
masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas, serta
pendampingan keluarga untuk mendukung kemandirian dan

kesehatan penyandang disabilitas.

Pada bagian analisis sasaran layanan, dokumen ini belum

menyajikan simpulan hasil analisis evaluasi terhadap jumlah dan

jenis sasaran layanan yang menjadi tanggung jawab Dinas

Kesehatan Kabupaten Sumedang. Selain itu, belum disertakan

pula uraian mengenai implikasi strategis dari hasil analisis

tersebut.

Kondisi ini disebabkan oleh belum tersedianya data yang

memadai terkait evaluasi jumlah dan jenis sasaran layanan,
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sehingga belum dapat dilakukan analisis secara mendalam
mengenai sejauh mana sasaran layanan telah terlayani secara
optimal atau belum, termasuk alasan dan dampak yang
ditimbulkan dari kondisi tersebut.

Sebagai tindak lanjut, dalam penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan pada periode selanjutnya diharapkan dapat dilengkapi
dengan data dan analisis yang lebih komprehensif mengenai
jumlah dan jenis sasaran layanan. Dengan demikian, akan dapat
disajikan uraian implikasi strategis yang lebih mendalam, yang
mencakup antara lain:

1. Tingkat ketercapaian sasaran layanan terhadap kebutuhan
masyarakat.

2. Identifikasi faktor-faktor penyebab ketidakterlayanan secara
optimal.

3. Dampak strategis terhadap kualitas dan pemerataan layanan
kesehatan.

4. Rekomendasi kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan
kesehatan.

. Mitra Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan dan RSUD Umar Wirahadikusumah hingga
saat ini belum memiliki data yang akurat dan terintegrasi
mengenai  mitra yang  berperan dalam = mendukung
penyelenggaraan layanan kesehatan pada periode Renstra Tahun
2018-2023 maupun Renstra Tahun 2024-2026. Kondisi ini
menyebabkan keterbatasan dalam pemetaan potensi kolaborasi,
pengukuran kontribusi mitra terhadap peningkatan mutu
layanan, serta optimalisasi sinergi lintas sektor dalam pencapaian
tujuan pembangunan kesehatan daerah.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, strategi yang dapat
diimplementasikan pada periode 2025-2029 antara lain:

1. Penguatan sistem pendataan dan pemetaan mitra melalui
pengembangan basis data terintegrasi yang memuat informasi
jenis, peran, dan kontribusi mitra dalam mendukung program

dan kegiatan kesehatan.
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2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lembaga mitra guna
memastikan  keterlibatan  aktif dalam  perencanaan,
pelaksanaan, serta evaluasi program kesehatan daerah.

3. Penyusunan pedoman kemitraan daerah bidang kesehatan
yang mengatur mekanisme kerja sama, pelaporan, serta
evaluasi capaian hasil kemitraan.

4. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi
kesehatan daerah (SIKDA) untuk memperbarui dan
memvalidasi data mitra secara berkala.

5. Peningkatan kapasitas SDM pengelola kemitraan melalui
pelatihan manajemen data dan pengelolaan kolaborasi lintas
sektor agar kemitraan dapat dikelola secara efektif dan
berkelanjutan.

f. Dukungan BUMD
Dinas Kesehatan dan RSUD Umar Wirahadikusumah hingga
saat ini belum memiliki data maupun dokumen kesepakatan
tertulis yang mengikat terkait dukungan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dalam pelaksanaan program dan kegiatan

kesehatan. Ketiadaan data dan kesepakatan formal tersebut

menyebabkan belum dapat disajikannya uraian yang
komprehensif mengenai bentuk, cakupan, dan kontribusi BUMD
dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan
daerah. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa potensi
kolaborasi antara sektor kesehatan dan BUMD belum
dioptimalkan secara sistematis untuk mendukung pencapaian
target kinerja daerah di bidang kesehatan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, strategi yang dapat
diterapkan untuk periode 2025-2029 meliputi:

1. Penyusunan dan penetapan mekanisme kerja sama formal
antara Dinas Kesehatan, RSUD, dan BUMD melalui nota
kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemetaan potensi dan peran BUMD yang relevan dengan
program prioritas kesehatan daerah, seperti dukungan
pembiayaan, penyediaan sarana prasarana, dan kegiatan

promotif-preventif.
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3. Penguatan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan BUMD
dalam forum perencanaan pembangunan daerah
(Musrenbang, forum perangkat daerah, dan forum kemitraan
kesehatan).

4. Pengembangan sistem informasi kemitraan daerah bidang
kesehatan yang memuat data dan capaian kolaborasi antara
Dinas Kesehatan, RSUD, dan BUMD.

5. Peningkatan advokasi dan komunikasi publik untuk
mendorong komitmen BUMD dalam mendukung
pembangunan kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab
sosial dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

g. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung jawab Perangkat

Daerah

Dinas Kesehatan dan RSUD Umar Wirahadikusumah hingga
saat ini belum dapat menyajikan data terkait kerja sama daerah
yang menjadi tanggung jawab instansi, karena belum tersedianya
data yang akurat dan terverifikasi. Kondisi tersebut
mengakibatkan belum optimalnya pemetaan dan pelaporan
terhadap pelaksanaan kerja sama daerah yang mendukung
penyelenggaraan urusan kesehatan, baik dengan pemerintah
daerah lain, lembaga, maupun pihak swasta. Ketiadaan data yang
valid juga menjadi kendala dalam mengevaluasi efektivitas dan
keberlanjutan kerja sama yang berpotensi meningkatkan mutu
layanan kesehatan di Kabupaten Sumedang.

Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, strategi yang dapat
diterapkan pada periode 2025-2029 antara lain:

1. Penguatan sistem pendataan dan dokumentasi kerja sama
daerah, melalui pengembangan basis data terintegrasi yang
memuat seluruh bentuk kerja sama yang dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan dan RSUD Umar Wirahadikusumah.

2. Koordinasi aktif dengan Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama
Setda Kabupaten Sumedang untuk memperoleh data dan
sinkronisasi informasi mengenai perjanjian kerja sama yang

telah atau sedang berjalan.
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3. Penyusunan prosedur baku (SOP) pelaporan dan pemantauan
kerja sama daerah guna menjamin keteraturan, keakuratan,
dan keterbaruan data kerja sama di bidang kesehatan.

4. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan evaluasi
kerja sama, agar setiap unit kerja mampu
mendokumentasikan dan memonitor pelaksanaan kerja sama
secara sistematis.

5. Optimalisasi penggunaan sistem informasi pemerintahan
daerah (SIPD) dan aplikasi kemitraan daerah sebagai sarana
pelaporan dan integrasi data kerja sama yang akurat,

transparan, dan dapat diakses lintas instansi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
a. Permasalahan

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas
Kesehatan, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai
permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan
kesehatan di daerah. Permasalahan ini mencerminkan kondisi
objektif sekaligus tantangan yang harus segera ditangani agar
tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai. Adapun
permasalahan utama yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

1) Dinas Kesehatan
Berdasarkan hasil telaah Rancangan Awal RPJMD Tahun
2025-2029 dan penjaringan aspirasi oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang, permasalahan-permasalahan
pelayanan Dinas Kesehatan yang menjadi dasar pembuatan

solusi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan
berdasarkan Tupoksi

NO. ASPEK PERMASALAHAN

1. Masih belum optimalnya pengendalian
dampak lingkungan dan manajemen faktor
resiko lingkungan.

1. Kesehatan Masyarakat 2. Masih belum optimalnya pembinaan upaya
kesehatan berbasis masyarakat.

3. Belum optimalnya desa siaga aktif.

4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat.

1. Belum optimalnya pembinaan dan
penjaringan penyakit tidak menular berbasis
masyarakat.

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit 2. Belum optimalnya sistem deteksi penyakit

menular dan tidak menular.
3. Belum optimalnya penurunan prevalensi
stunting menuju Zero New Stunting.
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4. Masih rendahnya tingkat kesembuhan TB,
tingginya potensi angka ke cacingan.

5. Masih perlunya penguatan regulasi-regulasi
dalam upaya pencegahan dan pengendalian
penyakit.

Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan

1. Masih adanya unit pelayanan kesehatan yang
belum tertib administrasi izin operasional
pelayanan.

2. Belum optimalnya pembinaan terhadap

kesehatan dasar pemerintah, swasta, dan
kesehatan tradisional.

3. Masih kurangnya unit pelayanan kesehatan
dan tenaga kesehatan yang terakreditasi.

Sumber Daya Kesehatan usaha masyarakat bidang alat kesehatan dan

1. Belum seluruh masyarakat terlindungi oleh
jaminan kesehatan nasional.

2. Belum optimalnya pengembangan dan
pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan.

3. Penyediaan alat kesehatan dan farmasi masih
belum memadai.

4. Belum optimalnya pembinaan terhadap

obat tradisional.

5. Masih perlunya penguatan regulasi yang
mendukung PPK BLUD.

6. Belum optimalnya pelayanan FKTP berbasis
kapitasi, pembayaran premi JKN PBI APBD
dan pelayanan kesehatan masyarakat
miskin.

Tabel 2.2.1 menggambarkan permasalahan utama

pelayanan kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) bidang yang ada di Dinas Kesehatan. Permasalahan

terbagi dalam empat aspek besar, yaitu:

Kesehatan Masyarakat — permasalahan mencakup
rendahnya partisipasi masyarakat, desa siaga yang belum
optimal, serta lemahnya pengendalian dampak lingkungan
dan manajemen risiko.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit — kendala utama
adalah belum optimalnya pembinaan penyakit menular
dan tidak menular, sistem deteksi dini yang lemah, serta
rendahnya tingkat kesembuhan TB dan penyakit
cacingan.

Pelayanan Kesehatan — tantangan berupa masih adanya
unit pelayanan yang belum tertib administrasi, kurangnya
akreditasi fasilitas maupun tenaga kesehatan, serta
pembinaan layanan di fasilitas kesehatan yang belum
maksimal.

Sumber Daya Kesehatan — masalah terletak pada
keterbatasan perlindungan JKN, keterbatasan alat

kesehatan dan farmasi, pengembangan SDM kesehatan
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yang belum optimal, hingga kelemahan regulasi terkait
BLUD dan pelayanan kesehatan berbasis kapitasi.

Penjelasan ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan

belum sepenuhnya memenuhi standar mutu, baik dari sisi

masyarakat, layanan, maupun dukungan sumber daya.

2) RSUD Umar Wirahadikusumah

Berdasarkan hasil telaah Rancangan Awal RPJMD Tahun

2025-2029 dan penjaringan aspirasi oleh RSUD Umar

Wirahadikusumah, permasalahan-permasalahan pelayanan

di Rumah Sakit yang menjadi dasar pembuatan solusi adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Indentifikasi Permasalahan Pelayanan RSUD Umar Wirahadikusumah

berdasarkan Tupoksi

No Aspek Permasalahan
1. | Pelayanan kesehatan rawat 1. Cakupan layanan belum merata

jalan dan rawat inap 2. Jumlah kunjungan pasien belum optimal

3. Ketersediaan SDM terbatas di beberapa layanan spesialis

2. | Sarana fisik dan digitalisasi 1. Ruang rawat inap dan penunjang medis terbatas

sistem pelayanan 2. SIMRS belum digunakan secara menyeluruh di semua

unit

3. | Tata kelola rumah sakit dan | 1. Sistem mutu internal belum berjalan optimal

pelaporan kinerja 2. Pelaporan berbasis data belum terintegrasi dengan SIMRS

atau sistem lainnya

Tabel ini memaparkan permasalahan spesifik di RSUD

Umar Wirahadikusumah sebagai rumah sakit rujukan

daerah. Permasalahan mencakup:

Pelayanan Rawat Jalan dan Inap — cakupan layanan
belum merata, jumlah kunjungan pasien belum optimal,
serta masih adanya keterbatasan tenaga medis spesialis.
Sarana Fisik dan Digitalisasi — keterbatasan ruang rawat
inap dan sarana penunjang medis, serta SIMRS (Sistem
Informasi Manajemen Rumah Sakit) yang belum
sepenuhnya diimplementasikan di semua unit.

Tata Kelola dan Pelaporan — sistem mutu internal belum
berjalan optimal dan pelaporan belum sepenuhnya

berbasis data serta terintegrasi dengan sistem digital.
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b.
1)

e Secara keseluruhan, RSUD menghadapi tantangan dalam
pemerataan layanan, keterbatasan infrastruktur, serta
penguatan tata kelola dan digitalisasi.

Isu Strategis
Dinas Kesehatan

Isu strategis yang dirumuskan bersumber dari Draft
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 dan
penjaringan aspirasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

Penentuan isu strategis RPJMD 2025-2029 Kabupaten

Sumedang menunjukkan pendekatan holistik yang mencakup
dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Proses
penyusunan isu ini mempertimbangkan kondisi aktual, proyeksi
lokal untuk

adil,
berkelanjutan. Berikut adalah isu-isu strategis bidang kesehatan

tahun 2025-2029:

Tabel 2.2.3 Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan

pembangunan jangka panjang, serta urgensi

menciptakan Sumedang yang semakin maju, dan

POTENSI ISU KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU
DAERAH YANG PERMASALAHAN YANG STRATEGIS
MENJADI PD RELEVAN GLOBAL NASIONAL REGIONAL LOKAL PD
KEWENANGAN DENGAN PD
1) ) [€)] (4) ) (6) ()
Potensi pelayanan | Belum meratanya Kualitas Perubahan Target Prioritas Pemerataan Penguatan
kesehatan akses pelayanan lingkungan iklim global RPJMN RPJMD Jawa | layanan akses, mutu,
masyarakat dan kesehatan dan hidup dan dan 2025-2029: Barat: kesehatan di | dan
infrastruktur rendahnya daya dukung ancaman penurunan peningkatan | Kabupaten pemerataan
kesehatan daerah | kualitas layanan ekosistem pandemi stunting, layanan Sumedang pelayanan
dasar kesehatan eliminasi kesehatan kesehatan
TBC, dasar
peningkatan
JKN

Tabel 2.2.3 di

Sumedang memiliki

atas menunjukkan bahwa Kabupaten
potensi berupa pelayanan kesehatan
masyarakat dan infrastruktur kesehatan daerah. Namun, masih
ada permasalahan mendasar yaitu belum meratanya akses
pelayanan dan rendahnya kualitas layanan dasar. Isu KLHS yang
relevan adalah kualitas lingkungan hidup dan daya dukung
ekosistem kesehatan. Dalam dinamika lingkungan:

e Global iklim dan ancaman

— dipengaruhi perubahan
pandemi.

e Nasional — menyesuaikan target RPJMN 2025-2029, seperti
penurunan stunting, eliminasi TBC, dan peningkatan JKN.

e Regional (Jawa Barat) — menekankan pada peningkatan

layanan kesehatan dasar.
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e Lokal (Sumedang) — masih menghadapi ketidakmerataan

layanan kesehatan.

Dari analisis ini, isu strategis utama Dinas Kesehatan adalah

penguatan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan kesehatan.

2) RSUD Umar Wirahadikusumah
Tabel 2.2.4 Isu-isu Strategis RSUD Umar Wirahadikusumah

Bidang Urusan/Aspek Faktor Penentu
No Penyelenggaraan Permasalahan Akar Masalah o
Keberhasilan
Pemerintah
1. Kesehatan Kunjungan pasien Ketersediaan SDM 1. Penambahan
rawat jalan dan inap kesehatan belum dan pemerataan
belum optimal mencukupi tenaga medis
Jadwal praktik 2. Penjadwalan
spesialis terbatas pelayanan yang
Lama waktu tunggu efisien
yang tinggi 3. Implementasi
sistem antrean
digital
2. Kesehatan Infrastruktur dan Keterbatasan ruang 1. Pengembangan
digitalisasi pelayanan rawat dan alat medis sarana fisik
belum memadai Belum semua unit sesuai
menggunakan sistem perencanaan
informasi manajemen 2. Digitalisasi
rumah sakit (SIMRS) menyeluruh
layanan dan
administrasi
3. Peningkatan
kapasitas SDM
TIK
3. Kesehatan Tata kelola dan Sistem mutu belum 1. Penguatan unit

pelaporan kinerja
belum sepenuhnya
berbasis data dan
mutu

berjalan optimal
Evaluasi dan
pelaporan belum
berbasis data
terintegrasi

/ komite mutu
dan audit
internal

2. Pengembangan
sistem
pelaporan
berbasis
elektronik

3. Pelatihan
penyusunan
indikator kinerja

Tabel ini menyajikan isu strategis rumah sakit berdasarkan

analisis akar masalah dan faktor keberhasilan. Isu utama yang

diidentifikasi meliputi:

e Belum optimalnya kunjungan pasien rawat jalan dan inap

(akar masalah: keterbatasan SDM, jadwal spesialis terbatas,

waktu tunggu lama).

e Infrastruktur dan digitalisasi pelayanan yang belum memadai

(akar masalah: keterbatasan ruang dan alat medis, belum

optimalnya SIMRS).

47




e Tata kelola dan pelaporan kinerja yang belum berbasis data

dan mutu (akar masalah: sistem mutu internal belum
berjalan, pelaporan belum terintegrasi).

Faktor keberhasilan yang diusulkan adalah penguatan SDM

medis, pengembangan infrastruktur dan digitalisasi layanan,

serta penguatan tata kelola berbasis mutu dan data.

Isu-isu dalam Tabel 2.2.4 dapat dikaitkan dengan KLHS

karena menyangkut pembangunan kesehatan berkelanjutan yang

memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Global — Sejalan dengan SDGs (Sustainable Development
Goals), terutama Tujuan 3 (Good Health and Well-being) dan
Tujuan 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), isu
pelayanan  kesehatan harus dikembangkan dengan
memperhatikan kesetaraan akses, mutu layanan, dan
pemanfaatan teknologi digital.

Nasional — Sejalan dengan arah RPJPN dan RPJMN,
kesehatan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas
SDM. Penguatan JKN, transformasi layanan primer-rujukan,
serta digitalisasi layanan kesehatan merupakan amanat
nasional yang relevan dengan permasalahan RSUD.

Regional (Provinsi Jawa Barat) — Pemerintah provinsi
menekankan pada peningkatan akses dan mutu layanan
kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta
penguatan digitalisasi kesehatan. Keterbatasan infrastruktur
dan SIMRS di RSUD menjadi bagian penting dari tantangan
regional yang perlu diatasi.

Lokal (Kabupaten Sumedang) — Permasalahan spesifik RSUD
seperti keterbatasan ruang rawat, tenaga medis spesialis, dan
sistem mutu internal, merupakan isu nyata yang berdampak
langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat Sumedang.
Hal ini menuntut kebijakan daerah yang adaptif dan berbasis
data agar RSUD mampu menjadi rumah sakit rujukan yang
andal.

Dengan demikian, isu-isu dalam Tabel 2.2.4 tidak hanya

menjadi persoalan teknis rumah sakit, tetapi juga berhubungan
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erat dengan agenda pembangunan kesehatan berkelanjutan di

berbagai level.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah
kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang menjadi
landasan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-
2029. Perumusan komponen ini merupakan tindak lanjut dari hasil
identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya, khususnya terkait upaya pemerataan akses layanan
kesehatan sebagai fokus pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran disusun untuk memberikan gambaran
capaian yang ingin diraih secara terukur, baik dalam bentuk
peningkatan kinerja pelayanan maupun penguatan kapasitas
penyelenggaraan  pemerintahan. Strategi ditetapkan sebagai
pendekatan menyeluruh untuk mencapai sasaran tersebut, sedangkan
arah kebijakan berfungsi sebagai panduan operasional yang
mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar konsisten
dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis pada data,
diharapkan seluruh perangkat di Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang dapat bergerak secara sinergis dalam mewujudkan
pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan
menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten

Sumedang Tahun 2025-2029, Dinas Kesehatan Kabupaten

Sumedang perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam

jangka waktu S5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut

merupakan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-

2029. Adapun tujuan Dinas Kesehatan adalah:

“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”

TUJUAN RENSTRA

DINAS KESEHATAN Meningkatnya Derajat Kesehatan
KABUPATEN » Masyarakat
SUMEDANG
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3.2

Tujuan ini menekankan bahwa upaya pembangunan

kesehatan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka

kesakitan dan kematian, tetapi juga pada peningkatan kualitas

hidup. Hal ini diwujudkan melalui:

Akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan
masyarakat.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di fasilitas dasar
maupun rujukan.

Upaya promotif dan preventif untuk mengurangi faktor risiko
penyakit.

Perlindungan kesehatan masyarakat miskin dan rentan
melalui JKN dan program kesehatan masyarakat.
Lingkungan yang sehat sebagai penunjang hidup masyarakat.

Dengan kata lain, makna tujuan ini adalah agar masyarakat

Kabupaten Sumedang memperoleh derajat kesehatan setinggi-

tingginya sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan

dan peningkatan kesejahteraan.

Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Tahun 2024-2030 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan

derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui

pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

Sasaran tersebut tercakup dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagai berikut:

Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)
Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian perempuan
yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau dalam masa
nifas (42 hari setelah melahirkan), per 100.000 kelahiran
hidup pada tahun tertentu. Indikator ini menggambarkan
kualitas layanan kesehatan ibu, termasuk akses terhadap
pelayanan kebidanan dan kegawatdaruratan obstetri.

Target: penurunan dari 161 (2024) menjadi 99 (2030)
mencerminkan upaya peningkatan keselamatan ibu melalui
penguatan fasilitas kesehatan, tenaga medis terlatih, dan

edukasi kesehatan reproduksi.
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Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada
unit kerja yang berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari
korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
Indikator ini menilai penerapan tata kelola pemerintahan yang
bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Target: meningkat dari 83,68 (2024) menjadi 90 (2030),
menunjukkan peningkatan budaya integritas, transparansi,
dan kinerja aparatur Dinas Kesehatan.

Angka Kematian Balita (per 1.000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia
di bawah lima tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu
tahun. Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan analk,
efektivitas imunisasi, gizi, serta kualitas pelayanan kesehatan
dasar.

Target: turun dari 15 (2024) menjadi 11,91 (2030),
menandakan peningkatan upaya pencegahan penyakit dan
pelayanan kesehatan anak.

Cakupan SPM Bidang Kesehatan (Persentase)

Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
adalah persentase penduduk yang menerima layanan
kesehatan sesuai jenis pelayanan wajib yang diatur dalam
standar nasional. Indikator ini menunjukkan sejauh mana
pemerintah daerah memenuhi hak dasar masyarakat untuk
memperoleh layanan kesehatan esensial.

Target: 100% setiap tahun hingga 2030, mencerminkan
komitmen Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan
dasar secara merata dan berkualitas bagi seluruh
masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan
(Persentase)

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
oleh unit penyelenggara pelayanan publik bidang kesehatan,
meliputi aspek kecepatan, ketepatan, keramahan, dan

kenyamanan layanan.
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Target: meningkat dari 93,15 (2024) menjadi 93,74 (2030),
menunjukkan  peningkatan kualitas pelayanan dan
kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah.
Dengan demikian, sasaran ini bermakna sebagai langkah
nyata untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui
peningkatan aksesibilitas, mutu, pemerataan, dan keberlanjutan

pelayanan kesehatan.

3.3 Strategi Renstra Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan
sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan
pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang. Dalam mengemban tugas dan
kewenangannya, Dinas Kesehatan harus memiliki acuan langkah
agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang
ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh
aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu, penentuan
strategi yang tepat menjadi sangat penting.
Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedang periode 2025-2029 dirumuskan
berdasarkan perumusan strategi yang tertuang dalam dokumen

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

3.3.1 Strategi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029
No. Strategi RPJMD

1 | Peningkatan sarana dan Prasarana Kesehatan

Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan

Berdasarkan hasil analisis mengenai strategi prioritas,
diperoleh strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun
2025-2029 sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah melalui Digitalisasi dan
Integrasi Layanan

e Dasar Analisis: Ketimpangan akses layanan dan

kebutuhan efisiensi pelayanan publik.

e Implementasi:

= Pengembangan e-Health terintegrasi dengan sistem
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informasi daerah.

Pemanfaatan telemedicine dan mobile clinic untuk
menjangkau wilayah terpencil.

Digitalisasi data kesehatan dan monitoring-evaluasi

berbasis kinerja.

e Keterkaitan RPJMD: Mendukung pelayanan kesehatan

yang berkualitas dan berkeadilan.

2. Peningkatan dan Pemerataan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

e Dasar Analisis: Kualitas dan distribusi tenaga kesehatan

belum merata antarwilayah.

e Implementasi:

Menyusun roadmap pemerataan SDM kesehatan di
seluruh kecamatan/desa.
Penguatan kompetensi tenaga kesehatan melalui
pelatihan berkelanjutan.
Skema insentif bagi nakes yang bertugas di daerah

terpencil.

e Keterkaitan RPJMD: Mendukung peningkatan SDM

bidang kesehatan.

3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar

dan Rujukan

e Dasar Analisis: Masih terdapat kesenjangan infrastruktur

dan peralatan medis antarwilayah.

e Implementasi:

Revitalisasi fasilitas puskesmas dan pustu sesuai
standar nasional.

Pengadaan sarana penunjang kesehatan lingkungan
(air bersih, sanitasi, listrik).

Optimalisasi pemanfaatan dana DAK dan kerjasama

lintas sektor (swasta/BUMD).

e Keterkaitan RPJMD: Mendukung peningkatan sarana dan

prasarana kesehatan.

4. Optimalisasi Program Promotif dan Preventif Berbasis

Masyarakat

e Dasar Analisis: Beban penyakit menular dan tidak
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menular masih tinggi.
e Implementasi:
= Penguatan UKBM (Posyandu, Posbindu, Poskesdes).
= Kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
= Program deteksi dini penyakit tidak menular di
masyarakat.
e Keterkaitan RPJMD: Mendukung penyelenggaraan
pelayanan kesehatan berkualitas.
5. Penguatan Tata Kelola, Kolaborasi, dan Kemitraan Kesehatan
e Dasar Analisis: Diperlukan sinergi lintas sektor dan
peningkatan akuntabilitas publik.
e Implementasi:
= Kolaborasi dengan perguruan tinggi, sektor swasta,
dan organisasi profesi.
= Penguatan sistem governance berbasis data dan
akuntabilitas kinerja.
* Monitoring dan evaluasi kinerja berbasis digital
terintegrasi.
e Keterkaitan @ RPJMD: Mendukung keadilan dan

keberlanjutan pelayanan kesehatan.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-
2029

Arah kebijakan pembangunan kesehatan Kabupaten
Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional
dari Misi Pertama RPJMD, yaitu “Mewujudkan Sumber Daya
Manusia Agamis dan Berkarakter”, dengan tujuan “Terwwudnya
masyarakat yang  sehat, cerdas, dan  berkarakter.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran utama bidang

kesehatan ditetapkan yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat”.

Arah kebijakan Dinas Kesehatan disusun berdasarkan
strategi RPJMD dan mempertimbangkan kondisi eksisting
daerah, tantangan pelayanan kesehatan, serta kebutuhan

penguatan sistem kesehatan yang berkelanjutan. Secara umum,

55



kebijakan pembangunan kesehatan lima tahun ke depan
diarahkan pada upaya pemerataan akses, peningkatan mutu
layanan, penguatan sumber daya manusia, serta penurunan
beban penyakit dan stunting.

1. Arah Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur dan
fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai di seluruh
wilayah Kabupaten Sumedang, sehingga masyarakat dapat
memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan rujukan secara
optimal. Upaya yang akan dilaksanakan meliputi:

e Meningkatkan status Pustu menjadi Puskesmas untuk
memperluas jangkauan pelayanan di tingkat desa.

e Melakukan pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas
pelayanan kesehatan di seluruh kecamatan.

e Menyusun dan menerapkan regulasi pengadaan tenaga
kesehatan agar lebih merata antarwilayah.

e Meningkatkan kualitas serta ketersediaan sarana dan
prasarana kesehatan primer dan rujukan, termasuk
peralatan medis, transportasi kesehatan, dan fasilitas
penunjang lingkungan sehat.

Arah kebijakan ini menjadi fondasi utama dalam membangun

akses layanan kesehatan yang setara dan bermutu di seluruh

wilayah Sumedang.

2. Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang
Kesehatan
Kebijakan ini difokuskan untuk menciptakan tenaga
kesehatan yang kompeten, profesional, dan tersebar secara
merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah perbatasan
dan terpencil. Langkah-langkah kebijakan meliputi:

e Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui
pemberian insentif, penghargaan, dan sistem remunerasi
berbasis kinerja.

e Pemerataan distribusi tenaga kesehatan agar setiap
fasilitas pelayanan memiliki tenaga medis dan paramedis
yang memadai.

e Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan
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melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

e Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah
perbatasan melalui kebijakan afirmatif dan kerja sama
lintas sektor dengan institusi pendidikan kesehatan.

Arah kebijakan ini mendukung penguatan kapasitas SDM

kesehatan sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas

pelayanan dan kemandirian daerah dalam pembangunan
kesehatan.

. Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang

Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sistem pelayanan

kesehatan yang komprehensif, adil, dan menjangkau seluruh

lapisan masyarakat. Fokus utamanya mencakup:

e Memperluas layanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif berbasis keluarga dan masyarakat.

e Mewujudkan cakupan layanan kesehatan semesta
(Universal Health Coverage/UHC) yang inklusif dan
berkelanjutan.

e Percepatan penurunan stunting dan pencegahan gizi
buruk, dengan prioritas wilayah intervensi di Kecamatan
Jatigede, Jatinunggal, Tanjungsari, Jatinangor, dan
Ujungjaya.

e Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan
penyakit tropis terabaikan melalui peningkatan literasi
kesehatan masyarakat serta penguatan sistem surveilans.

e Pencegahan penyakit melalui pemberdayaan masyarakat
dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
lokal untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat.

Melalui arah kebijakan ini, diharapkan pelayanan kesehatan

di Kabupaten Sumedang tidak hanya fokus pada

penyembuhan, tetapi juga pada pencegahan dan

pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat.
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Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030

NSPK DAN
SASARAN RPJMD
YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

- Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan
Pemerintahan Daerah
- Meningkatnya
Derajat

Kesehatan
Masyarakat

- Meningkatnya
Derajat Kesehatan; -
[Meningkatnya
|Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan
[Pemerintah Daerah

Usia Harapan Hidup
(UHH) ((tahun))

75,29

75,42

75,62

75,81

76,00

76,20

76,39

Prevalensi Stunting
(pendek dan sangat
pendek) pada balita
(%))

17,10

15,41

13,96

12,71

11,64

10,71

9,91

Cakupan
penemuan dan
pengobatan kasus
tuberkulosis
(treatment
coverage) ((%))

92,88

93,00

93,00

93,00

93,00

93,00

93,00

Angka
keberhasilan
pengobatan
tuberkulosis
(treatment success
rate) (%))

84,13

91,00

91,00

91,00

91,00

91,00

91,00

Nilai Skor LPPD
Kabupaten (Skor)

3,64

3,647

3,648

3,649

3,65

3,651

3,652

Meningkatkan
pelayanan
kesehatan
terhadap
masyarakat

Angka Kematian Ibu
(AKI) ((per 100.000
kelahiran hidup))

143

161

148

118

111

99

Angka Kematian Balita|
(Per 1.000 Kelahiran)

15

13,8

13,1

12,5

11,98

11,91

Cakupan SPM
Bidang Kesehatan
(Persentase)

100

100

100

100

100

100

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Bidang Kesehatan
(Persentase)

93

93,15

93,24

93,38

93,55

93,63

93,74

Meningkatnya
Kapasitas dan
Kapabilitas Internal
Perangkat Daerah

Zona Integritas
Perangkat Daerah
(Nilai)

83,68

85

86

87

88

89

90
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Tabel 3.1 menjelaskan bahwa arah pembangunan kesehatan
di Kabupaten Sumedang difokuskan pada peningkatan
akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, serta
peningkatan pemerataan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan.

Secara formal, indikator kinerja yang ditetapkan meliputi
Usian Harapan Hidup (UHH) target meningkat dari 75,29 tahun
(2024) menjadi 76,39 tahun (2030). Artinya, kondisi kesehatan
masyarakat diharapkan terus membaik melalui peningkatan
akses layanan, gizi, dan kualitas hidup sehingga warga dapat
hidup lebih lama dan sehat.

Prevalensi stunting ditargetkan turun dari 17,10% (2024)
menjadi 9,91% (2030). Penurunan ini mencerminkan komitmen
daerah dalam memperbaiki status gizi anak, meningkatkan
pelayanan kesehatan ibu-anak, dan memperkuat ketahanan
pangan keluarga.

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
(Treatment Coverage) target stabil di 93% sepanjang 2024-2030.
Hal ini menunjukkan fokus untuk mempertahankan tingkat
deteksi dan pengobatan TB agar tetap optimal, sehingga rantai
penularan penyakit bisa diputus.

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment
Success Rate) ditetapkan tetap di angka 91% hingga 2030. Ini
menggambarkan  konsistensi dalam menjaga efektivitas
pengobatan dan kepatuhan pasien terhadap terapi TB.

Nilai LPPD kabupaten yang ditargetkan peningkatan skor
bertahap dari skor 3,647 di tahun 2025 dan skor 3,652 di tahun
2030, peningkatan nilai zona integritas Dinas Kesehatan dari nilai
85 tahun 2025 dan nilai 90 di tahun 2030, serta peningkatan nilai
zona integritas RSUD Umar Wirahadikusumah dari nilai 95 di
tahun 2025 dan nilai 97 di tahun 2030.

Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
dari 161 pada tahun 2025 menjadi 99 pada tahun 2030, serta
penurunan angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup dari
15 menjadi 11,91 pada periode yang sama. Selain itu, ditargetkan
pencapaian cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

kesehatan sebesar 100% secara konsisten sejak 2025 hingga
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2030. Aspek mutu pelayanan juga mendapat perhatian, yang
ditunjukkan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang
kesehatan dengan target peningkatan bertahap dari 93,15% pada
tahun 2025 menjadi 93,74% pada tahun 2030. Di samping itu,
nilai akreditasi RS sesuai standar nasional diarahkan meningkat
dari 94 pada tahun 2025 menjadi 96 pada tahun 2030.

Dengan demikian, tabel ini menegaskan bahwa tujuan dan
sasaran Dinas Kesehatan dalam lima tahun ke depan berfokus
pada penurunan angka kematian, pemenuhan standar pelayanan
minimal, peningkatan kepuasan masyarakat, serta perbaikan
kualitas fasilitas layanan kesehatan, yang secara keseluruhan
bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan dan sasaran yang termuat dalam Tabel 3.1
merupakan penjabaran langsung dari misi dan tujuan yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029,
khususnya Misi 1 dan Misi 2.

1. Keterkaitan dengan Misi 1 “Mewujudkan Sumber Daya
Manusia Agamis dan Berkarakter”

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang berfokus pada
peningkatan pemerataan aksesibilitas dan pelayanan
kesehatan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
merupakan turunan dari Tujuan RPJMD yaitu “Terwujudnya
masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkarakter.” Hal ini
tercermin melalui indikator penurunan angka kematian ibu
dan balita, penurunan prevalensi stunting, peningkatan
cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan,
peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan
peningkatan akreditasi rumah sakit sesuai standar nasional.

2. Keterkaitan dengan Misi 2 “Menguatkan Birokrasi Profesional
dan Responsif”

Tujuan dan sasaran yang menitikberatkan pada
peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat
daerah, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas internal
organisasi kesehatan, merupakan bagian dari Tujuan RPJMD

yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
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berintegritas, adaptif, dan inovatif berbasis teknologi digital.”
Hal ini diwujudkan melalui peningkatan nilai Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), penguatan
Zona Integritas di lingkungan Dinas Kesehatan maupun RSUD
Umar Wirahadikusumah, serta penguatan sistem manajemen
kinerja berbasis akuntabilitas publik.

Dengan demikian, arah tujuan dan sasaran dalam Renstra
Dinas Kesehatan secara substansial membidik dua fokus utama
pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya
manusia melalui derajat kesehatan yang tinggi, serta penguatan
tata kelola birokrasi yang akuntabel dan profesional. Kedua aspek
tersebut merupakan kontribusi nyata sektor kesehatan dalam
mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-
2029, yaitu: “Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju
Indonesia Emas 2045”.

Selanjutnya adalah tahapan prioritas pembangunan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang tahun 2026-2030:
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2026-2030

TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP IV
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
(1) (2) (3) “4) )
Meningkatnya | Mengoptimalkan | Mengefektifkan | Pemantapan | Perwujudan
Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Publik Publik Publik Publik Publik

Tabel 3.2 memuat tahapan prioritas pembangunan
kesehatan setiap tahun, dengan pola peningkatan kualitas
pelayanan publik yang semakin matang.

e TahapI (2026) — peningkatan kualitas pelayanan publik.

e Tahap II (2027) — pengoptimalan kualitas pelayanan publik.
e Tahap III (2028) — pengefektifan kualitas pelayanan publik.
e Tahap IV (2029) — pemantapan kualitas pelayanan publik.
e Tahap V (2030) — perwujudan kualitas pelayanan publik.

Artinya, arah kebijakan disusun secara bertahap, dimulai
dari penguatan dasar pelayanan hingga tercapainya pelayanan
publik yang optimal dan berkelanjutan.

Kemudian, arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten

Sumedang Tahun 2025-2029 tersedia dalam tabel berikut:
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Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

ARAH ARAH
NO. OPEI:I‘;?,II?NAL KEBIJAKAN KEBIJAKAN KET.
RPJMD RENSTRA PD
(1) (2) (3) (4) ()
Meningkatnya Meningkatkan Meningkatkan
Derajat Kesehatan status Pustu status Pustu
Masyarakat Menjadi menjadi
Puskesmas dan | Puskesmas
pemerataan untuk
Tenaga memperluas
kesehatan serta | jangkauan
fasilitas pelayanan di
kesehatan di tingkat desa.

1 setiap Desa Dan
melakukan
pemerataan
tenaga
kesehatan dan
fasilitas
pelayanan
kesehatan di
seluruh
kecamatan.

Penguatan Menyusun dan
regulasi dalam menerapkan
upaya regulasi
pengadaan pengadaan

2 tenaga tenaga

kesehatan di kesehatan agar
setiap wilayah lebih merata
antarwilayah
Meningkatkan Meningkatkan
kualitas dan kualitas serta
penyediaan ketersediaan
sarana- sarana dan
prasarana prasarana
pelayanan kesehatan
kesehatan primer dan
primer dan rujukan,

3 rujukan termasuk
peralatan
medis,
transportasi
kesehatan, dan
fasilitas
penunjang
lingkungan
sehat.

Peningkatan Peningkatan
kesejahteraan kesejahteraan
tenaga tenaga
Kesehatan kesehatan
melalui
pemberian

4 p .
insentif,
penghargaan,
dan sistem
remunerasi
berbasis
kinerja

Pemerataan Pemerataan
dan distribusi
peningkatan tenaga
kompetensi kesehatan agar

5 . o

tenaga setiap fasilitas

kesehatan pelayanan
memiliki tenaga
medis dan
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paramedis yang

memadai
Peningkatan Peningkatan
kualitas kompetensi dan
pendidikan kualitas tenaga
6 tenaga kesehatan
Kesehatan melalui
pendidikan dan
pelatihan
berkelanjutan
Pemenuhan Pemenuhan
dan kebutuhan
pemerataan tenaga
kebutuhan kesehatan di
tenaga daerah
kesehatan yang | perbatasan
terutama di melalui
7 daerah kebijakan
perbatasan afirmatif dan
kerja sama
lintas sektor
dengan
institusi
pendidikan
kesehatan
Memperluas Memperluas
layanan layanan
promotif, promotif,
preventif, preventif,
8 kuratif dan kuratif, dan
rehabilitatif rehabilitatif
berbasis
keluarga dan
masyarakat
Mewujudkan Mewujudkan
cakupan cakupan
layanan layanan
kesehatan kesehatan
semesta semesta
9 (Universal
Health
Coverage/UHC)
yang inklusif
dan
berkelanjutan
Percepatan Percepatan
penuntasan penurunan
stunting dan stunting dan
pencegahan pencegahan gizi
stunting buruk, dengan
diseluruh prioritas
wilayah dengan | wilayah
titik fokus : - intervensi di
10 Kecamatan Kecamatan
Jatigede - Jatigede,
Kecamatan Jatinunggal,
Jatinunggal - Tanjungsari,
Kecamatan Jatinangor, dan
Tanjungsari - Ujungjaya
Kecamatan
Jatinangor -
Kecamatan
Ujungjaya
Pengendalian Pengendalian
dan dan
pencegahan pencegahan
eliminasi penyakit
11 penyakit menular dan

manular dan
penyakit tropis
yang terabaikan
melalui upaya

penyakit tropis
terabaikan
melalui
peningkatan
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preventif dan

literasi

meningkatkan kesehatan
tingkat literasi masyarakat
masyarakat serta
bidang penguatan
kesehatan sistem
surveilans
Pencegahan Pencegahan
dan penyakit
pengendalian melalui
penyakit pemberdayaan
melalui masyarakat
pemberdayaan dan imunisasi
masyarakat dan | dasar lengkap
12 imunisasi dasar | dengan
lengkap dengan | pendekatan
pendekatan budaya lokal
budaya untuk
meningkatkan
kesadaran dan
partisipasi
masyarakat
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN

Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan
daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan
berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam
penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai arsitektur
perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan
operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua)
yaitu program/kegiatan untuk perencanaan @ strategis dan
program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal
program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya
dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya,
harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang
bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang
sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang
selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.
Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya
merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 maka Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyusunan program
prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan
Pusat dan Daerah sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan
RPJMD, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program-program
prioritas nasional didaerah. Pada akhirnya, dilakukan penyesuaian
dan penyelarasan terhadap Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Renstra Dinas Kesehatan

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam

66



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang Tahun 2025-2029 dilakukan melalui pendekatan yang
sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan
serta potensi yang dimiliki wilayah. Proses ini mengacu pada
ketentuan perundang-undangan, khususnya Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, serta
mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti
RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah terkait.

Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan dan
permasalahan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode
sebelumnya, analisis indikator pelayanan publik, serta masukan
dari pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik,
musrenbang, dan koordinasi lintas sektor. Tahap ini memastikan
bahwa perumusan program benar-benar menjawab isu strategis
yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan penyelarasan prioritas program
dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten,
termasuk integrasi agenda global. Penyelarasan ini menjamin
relevansi dan kesinambungan program Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang dalam mendukung target pembangunan
daerah.

Perumusan kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan
memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan
keberlanjutan. Setiap kegiatan dirancang memiliki indikator
kinerja yang jelas, target terukur, sumber pembiayaan yang
realistis, serta rencana pelaksanaan yang dapat dimonitor dan
dievaluasi secara periodik.

Dengan teknik ini, diharapkan program dan kegiatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedang selama periode 2025-2029
mampu meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan,
sehingga derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten

Sumedang juga meningkat.
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Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan
pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang disusun
untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis
antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi PD)
dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Diagram pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa proses
perumusan dimulai dari Tupoksi PD serta sasaran RPJMD yang
menjadi landasan utama. Dari dasar ini, dirumuskan tujuan yang
akan dicapai selama periode perencanaan. Tujuan ini kemudian
diturunkan menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan
terukur, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan
evaluasi.

Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan outcome,
yakni dampak nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program.
Outcome menjadi titik hubung yang krusial karena dari sini
ditentukan program perangkat daerah yang relevan dan
mendukung pencapaian sasaran strategis.

Program perangkat daerah kemudian diuraikan lebih lanjut
menjadi kegiatan dan sub kegiatan, yang menghasilkan output
sebagai produk atau layanan yang secara langsung diterima
masyarakat. Hubungan antara outcome dan output
menggambarkan  kesinambungan logis antara dampak

pembangunan dengan hasil konkret di lapangan.
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Alur ini juga menunjukkan adanya penyelarasan vertikal
sehingga setiap program dan kegiatan tidak hanya relevan dengan
kondisi lokal, tetapi juga konsisten dengan prioritas
pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dengan kerangka ini, proses perumusan program dan
kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menjadi lebih
terarah, fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,
serta mampu menjawab isu strategis utama yaitu pemerataan

akses pelayanan kesehatan.
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Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK DAN
SASARAN RPJMD
YANG RELEVAN

Tujuan

Sasaran

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN,
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN

KET

(1

)

(3)

(4)

(5)

(6)

7)

Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
Keuangan
Perangkat Daerah

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
dan Keuangan
Perangkat Daerah

Nilai Skor LPPD Kabupaten

Meningkatnya
Kapasitas dan
Kapabilitas Internal
Perangkat Daerah

Zona Integritas Perangkat Daerah (Dinas
Kesehatan)

Zona Integritas Perangkat Daerah (RS Umar
Wirahadikusumah)

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Hasil Koordinasi

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
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NSPK DAN
SASARAN RPJMD
YANG RELEVAN

Tujuan

Sasaran

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN,
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN

KET

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD

dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lIkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Forum Perangkat Daerah
Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu
dalam Rangka Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat

Daerah Berdasarkan Bidang
Urusan yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Pelaksanaan Forum Perangkat
Daerah Berdasarkan Bidang Urusan
yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan
Selain Renstra PD dan Renja PD

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan
Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksananya Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaksanaan

Terlaksananya Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan |Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan i
K . i i N i Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Pemeriksaan dan Tindak Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan .
R X Tanggapan Pemeriksaan
Lanjut Pemeriksaan
i Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Tersedianya Laporan Keuangan . L
. Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan . X
R Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/  Triwulanan/
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Semesteran SKPD
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NSPK DAN
SASARAN RPJMD
YANG RELEVAN

Tujuan

Sasaran

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN,
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN

KET

Jumlah Laporan administrasi Barang milik
daerah pada perangkat daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Tersedianya Rencana
Milik Daerah SKPD

Kebutuhan Barang

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Dokumen
Milik Daerah SKPD

Pengamanan Barang

Pengamanan Barang Milik Daerah
SKPD

Terlaksananya Pembinaan,
Pengawasan, dan

Milik Daerah pada SKPD

Pengendalian Barang

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,
dan Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD

Pembinaan,
Pengendalian Barang Milik Daerah pada
SKPD

Pengawasan, dan

Terlaksananya Rekonsiliasi dan

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD

Terlaksananya
Milik Daerah pada SKPD

Penatausahaan Barang

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD

Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan pend dan P lahan Admini .
Pengolahan Administrasi Pengolahan Administrasi en ataan‘ an Pengolahan Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian
Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat |Administrasi Umum Perangkat
Daerah Daerah
. Jumlah Paket Peralatan dan .
Tersedianya Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang
Disediakan

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
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NSPK DAN
SASARAN RPJMD
YANG RELEVAN

Tujuan

Sasaran

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN,
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN

KET

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat .
. X . i Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi X

SKPD SKPD Konsultasi SKPD

Terlaksananya Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD

Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Disediakan

Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor  yang Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan vyang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

yang

Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya




NSPK DAN
SASARAN RPJMD
YANG RELEVAN

Tujuan

Sasaran

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN,
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN

KET

Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD

Peningkatan Pelayanan BLUD

Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan

Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat

Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat

Usia Harapan Hidup (UHH)

Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)
pada balita

Penanganan Tuberkulosis

a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus
tuberkulosis (treatment coverage)

b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis
(treatment success rate)

Meningkatkan
pelayanan
kesehatan terhadap
masyarakat

Angka kematian ibu

Angka kematian balita

Cakupan SPM Bidang Kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang
Kesehatan

Akreditasi RS Sesuai Standar Nasional (RSUD
Umar Wirahadi Kusumah)




NSPK DAN
SASARAN RPJMD
YANG RELEVAN

Tujuan

Sasaran

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN,
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN

KET

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN

Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan
dan masyarakat

Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang
sesuai standar

Kesehatan Ibu dan Anak (IUP)

a. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (IUP)

b. Jumah Kasus Kematian Bayi Per Tahun

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit
menular

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak
menular

Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit
yang sesuai standar

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang
sesuai standar (RSUD Umar Wirahadi
Kusumah)

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
memenuhi sarana sesuai standar

Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Terbangunnya Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas)

Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) yang Dibangun

Pembangunan Puskesmas

Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya




NSPK DAN
SASARAN RPJMD
YANG RELEVAN

Tujuan

Sasaran

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN,
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN

KET

Tersedianya Puskesmas yang
Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan
dan SDM agar Sesuai Standar

Jumlah Puskesmas yang
Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan
dan SDM agar Sesuai Standar

Pengembangan Puskesmas

Terlaksananya Pengembangan Fasilitas
Kesehatan Lainnya Sesuai Standar

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang
Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat
Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi
dan Pemeliharaan oleh Puskesmas

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan vyang Telah Dilakukan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Puskesmas

Rehabilitasi dan
Puskesmas

Pemeliharaan

Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi
dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya

Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tersedianya Alat
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kesehatan/Alat Penunjang

Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang Disediakan

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Terlaksananya Penyediaan dan
Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada
Unit Pemeliharaan Fasilitas

Kesehatan

Regional/Regional Maintainance Center

Jumlah Penyediaan dan
Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintainance Center

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat
Kalibrasi

Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang

Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara
Sesuai

Standar

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat
Kesehatan/Alat  Penunjang  Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tersedianya Rumah sakit  yang
ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan
dan SDM agar sesuai standar jenis

pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah
sakit yang memenuhi rasio tempat
tidur terhadap jumlah penduduk minimal
1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan
kapasitas pelayanan rumah sakit

Jumlah Rumah sakit yang
ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan
dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan
rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang
memenuhi rasio

tempat  tidur terhadap jumlah penduduk
minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka
peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit

Pengembangan Rumah Sakit

Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan
Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasilitas Kesehatan

Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan
Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasilitas Kesehatan yang
disediakan

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,
Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,
Makanan dan Minuman di Fasilitas
Kesehatan
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Terlaksananya distribusi Alat
Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan
Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan
Minuman ke Fasilitas Kesehatan

Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan
Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,
Makanan ke Fasilitas Kesehatan

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan
Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,
Vaksin, Makanan dan Minuman ke
Fasilitas Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil
sesuai standar (IKK)

Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin
sesuai standar (IKK)

Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar (IKK)

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai
standar (IKK)

Persentase Pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar sesuai standar (IKK)

Persentase Pelayanan kesehatan pada usia
produktif sesuai standar (1KK)

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar (IKK)

Persentase Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi sesuai standar (IKK)

Persentase pelayanan kesehatan penderita
diabetes melitus sesuai standar (IKK)
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Persentase pelayanan kesehatan orang dengan
gangguan jiwa berat sesuai standar (IKK)

Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga
tuberkulosis sesuai standar (IKK)

Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia

(Human Immunodeficiency Virus) sesuai
standar (IKK)

Jumlah Dokumen Fasiitasi Layanan Kesehatan

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan
nasional (IUP)

Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Sesuai Standar

Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil

Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Sesuai Standar

Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin

Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan

Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi
Baru Lahir

Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai
Standar

Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Balita

Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Pendidikan Dasar

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia
Produktif Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Produktif

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Usia Lanjut Sesuai Standar

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan

Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Lanjut

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Penderita Hipertensi Sesuai Standar

Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan

Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar

Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus
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Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang vyang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga Tuberkulosis

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi
Orang Terduga HIV Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita HIV
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB)

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai
Standar

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau

Berpotensi Bencana Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Gizi Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan

Pelayanan
Masyarakat

Kesehatan Gizi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan

Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi
Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Promosi Kesehatan

Pengelolaan
Kesehatan

Pelayanan Promosi

Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan Tradisional Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan  Tradisional,

Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Terlaksananya
Kesehatan

Pengelolaan Surveilans

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Surveilans Kesehatan

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)

Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan
(ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan Penyalahguna NAPZA

Jumlah Penyalahguna NAPZA yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
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Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya

Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
dan Pasca Krisis Kesehatan

Pengelolaan Upaya Pengurangan
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit R . Pelayanan Kesehatan Penyakit
X Penyakit Menular dan Tidak i

Menular dan Tidak Menular Menular Menular dan Tidak Menular

Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Pengelolaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat Kesehatan Masyarakat Masyarakat

Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium
Rujukan/Nasional

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar
Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional
yang

Didistribusikan

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium
Rujukan/Nasional

Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota

Sehat

Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh
antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(Fasyankes) Melalui Pelayanan

Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses
Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Jumlah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani

Konsultasi Jarak Jauh antar
Fasyankes Melalui Pelayanan

Telemedicine untuk Mendapatkan Akses
Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Penyediaan Telemedicine di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Jumlah Dokumen Operasional . X
K i Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Sakit Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah Dokumen Operasional
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas P Operasional Pelayanan Puskesmas
Pelayanan Puskesmas
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Jumlah Dokumen Operasional Operasional Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kesehatan Lainnya

Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi
di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
Kesehatan di Kabupaten/Kota

Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian
Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian
Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon
Wabah

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan
Dini dan Respon Wabah

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan
Respon Wabah
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Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center
(PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah
Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)

Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan,
Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit
Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem
Penanganan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)

Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan
orang dengan tuberkulosis

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Pengelolaan pelayanan kesehatan
orang dengan Tuberkulosis

Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan
orang dengan HIV (ODHIV)

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar

Pengelolaan pelayanan kesehatan
orang dengan HIV (ODHIV)

Terlaksananya pengelolaan pelayanan
kesehatan Malaria

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan malaria

Pengelolaan pelayanan kesehatan
Malaria

Terlaksananya pengelolaan pelayanan
kesehatan reproduksi

Jumlah dokumen hasil pengelolaan
pelayanan kesehatan reproduksi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Reproduksi

Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan lbu
dan Anak

Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya
kesehatan ibu dan anak

Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan
Anak

Terlaksananya pengelolaan pelayanan
kelanjutusiaan

Jumlah dokumen hasil pengelolaan
pelayanan kelanjutusiaan

Pengelolaan
Kelanjutusiaan

Pelayanan

Terlaksananya Pengelolaan Layanan
Imunisasi

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan
Imunisasi

Pengelolaan Layanan Imunisasi

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Haji

Jumlah dokumen hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Haji

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji

Persentase faslitas kesehatan yang sudah
menyelenggarakan SIK terintegrasi

Penyelenggaraan Sistem Informasi
Kesehatan Secara Terintegrasi

Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem
Informasi Kesehatan

Pengelolaan Sistem Informasi

Kesehatan

Jumlah Dokumen Rumah Sakit yang memiliki
ijin operasional

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti
Perizinannya

Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan,
Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya

Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Lainnya

Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan
Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan

Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan
Pengukuran Indikator Nasional Mutu
(INM) Pelayanan kesehatan

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
Kesehatan
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Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan
Kesehatan Rujukan

Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan
Perumusan dan Pelaksanaan

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Penyiapan Perumusan dan
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Rujukan

Persentase Peningkatan Kompetensi SDM
Bidang Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

Persentase praktek tenaga kesehatan yang
memiliki izin

Pemberian Izin Praktik Tenaga
Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Terlaksananya
Praktik Tenaga Kesehatan

Pengendalian Perizinan

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan
Praktik Tenaga Kesehatan

Pengendalian Perizinan Praktik

Tenaga Kesehatan

Terlaksananya Pembinaan dan
Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan
Praktik Tenaga Kesehatan

Persentasi Fasilitas Kesehatan yang
n punyai SDM Kesehatan sesuai standar

Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi
serta Pemerataan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan
Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

Perencanaan dan Distribusi serta
Pemerataan Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai
Standar

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang
Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes)

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Terlaksananya Pembinaan dan

Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan

Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Pembinaan dan Pengawasan Sumber
Daya Manusia Kesehatan

Persentase Tenaga Kesehatan yang Profesional
dan memenuhi standard kompetensi

Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya

Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat
Kesehtan dan Makanan Minuman

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase Layanan Pengelolaan Obat Publik
yang melaksanakan pelayanan kefarmasian
sesuai standar

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)

Terlaksananya Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro

Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)

Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,|
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(umoT)

Persentase Pengawasan Dan Pembinaan
Produksi Pangan Rumah Tangga Yang Memiliki
Sertifikat

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga

Terlaksananya Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga

Presentase Rekomedasi Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Pengelolaan
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

Sanitasi Tempat

Terlaksananya Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene  Sanitasi

Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan serta

Tindak Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)




NSPK DAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN,

PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN

SASARAN RPJMD Tujuan Sasaran INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN KET
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN
YANG RELEVAN
Persentase Sentra Makanan Jajanan Yang Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Memiliki Stiker Pembinaan Setelah Dilakukan Makanan Jajanan dan Sentra
Pembinaan Makanan Jajanan
Terlaksananya Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan .
. . . . X . . Pengendalian dan Pengawasan serta
Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker |Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan X i . X
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Pembinaan pada Makanan Jajanan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan R i
Pembinaan pada Makanan Jajanan dan
dan Sentra dan Sentra R
) K Sentra Makanan Jajanan
Makanan Jajanan Makanan Jajanan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Persentase Produk Makanan dan Minuman Pemeriksaan Post Market pada Produksi
Yang Diperiksa Dan Memenuhi Syarat dan Produk Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market ) Pemeriksaan Post Market pada Produk
. Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- . X
pada Produk dan Sarana Produksi Makanan- . i Makanan-Minuman Industri Rumah
R X Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang
Minuman Industri Rumah Tangga . R Tangga yang Beredar dan Pengawasan
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NSPK DAN
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SASARAN RPJMD Tujuan Sasaran INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN KET

YANG RELEVAN

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SUB KEGIATAN

Meningkatnya kualitas pemeberdayaan
masyarakat bidang kesehatan

Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang
Diberdayakan

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Jumlah Kampanye Kesehatan (Pembudayaan
Germas)

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Dokumen Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku
Hidup Sehat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka
Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
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Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan
Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Bimbingan Teknis dan Supervisi
Pengembangan dan  Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)

85




Permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi
dalam Bab II mencerminkan tantangan utama dalam
pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumedang, antara lain
masih tingginya prevalensi stunting, belum optimalnya pelayanan
kesehatan dasar, terbatasnya sumber daya manusia kesehatan,
belum meratanya akses layanan, serta masih lemahnya sistem
tata kelola dan surveilans kesehatan. Untuk menjawab berbagai
isu tersebut, Dinas Kesehatan telah menetapkan beragam
program dan subkegiatan yang berorientasi pada peningkatan
derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan
daerah.

1. Isu Strategis Penurunan Stunting dan Peningkatan Gizi
Masyarakat
Subkegiatan yang terkait mencakup peningkatan mutu
layanan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak,
serta peningkatan promosi kesehatan. Kegiatan ini diarahkan
untuk memperkuat deteksi dini masalah gizi, meningkatkan
akses terhadap pangan bergizi, dan memperluas jangkauan
edukasi gizi seimbang. Upaya ini secara langsung
berkontribusi pada penurunan angka stunting dan
peningkatan status gizi masyarakat, khususnya pada
kelompok rentan.

2. Isu Strategis Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan
Permasalahan terkait kualitas dan pemerataan layanan dasar
dijawab melalui subkegiatan peningkatan kapasitas
Puskesmas, optimalisasi pelayanan rujukan, serta
pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. Subkegiatan ini
memperkuat fungsi fasilitas kesehatan tingkat pertama,
memastikan kesinambungan layanan rujukan, serta
mendorong pelayanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan
terjangkau.

3. Isu Strategis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Permasalahan terkait masih tingginya kasus penyakit
menular dan munculnya penyakit tidak menular baru

direspons dengan subkegiatan surveilans epidemiologi,
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peningkatan imunisasi, serta deteksi dini penyakit tidak
menular. Program ini mendukung pengendalian faktor risiko,
memperkuat sistem kewaspadaan dini, dan meningkatkan
kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi wabah.

. Isu Strategis Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup
Bersih Sehat (PHBS)

Untuk mengatasi masalah sanitasi dan perilaku masyarakat,
dilaksanakan subkegiatan pengendalian faktor risiko
lingkungan, peningkatan cakupan air bersih dan jamban
sehat, serta promosi PHBS di berbagai tatanan. Hal ini
diharapkan mampu mengurangi risiko penyakit berbasis
lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

. Isu Strategis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata
Kelola Kesehatan

Permasalahan terkait ketimpangan distribusi tenaga
kesehatan dan lemahnya sistem manajemen direspons
melalui subkegiatan peningkatan kapasitas SDM kesehatan,
pengembangan kompetensi, serta digitalisasi layanan dan
pelaporan. Langkah ini bertujuan meningkatkan
profesionalitas,  akuntabilitas, dan  efisiensi dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

. Isu Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Lintas
Sektor

Subkegiatan yang dilaksanakan mencakup peningkatan
partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan, penguatan
kemitraan dengan sektor swasta, serta koordinasi lintas OPD
untuk mendukung pencapaian indikator SPM bidang
kesehatan. Pendekatan kolaboratif ini memperluas jangkauan
intervensi dan memperkuat keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, keterhubungan antara permasalahan

dan isu strategis dengan subkegiatan menunjukkan bahwa arah

kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang telah

difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan

akses, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Namun demikian,

untuk periode mendatang perlu dilakukan analisis yang lebih

mendalam mengenai efektivitas subkegiatan terhadap pencapaian
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4.2

sasaran strategis, sehingga kesinambungan antara isu, program,

dan hasil kinerja dapat semakin terukur dan tepat sasaran.

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan
dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari
tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan. Penyusunan rencana ini dilakukan secara sistematis
dan terukur berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja
sebelumnya serta mempertimbangkan isu strategis prioritas,
yaitu peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan.

Masing-masing program dijabarkan lebih lanjut ke dalam
kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keluaran (output) yang
jelas dan terukur, serta berorientasi pada pencapaian outcome
berupa meningkatnya akses layanan kesehatan dan
meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap
program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan rencana
kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan
fiskal daerah. Dengan rencana program dan pembiayaan yang
terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dapat
dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, serta
menghasilkan peningkatan pemerataan akses pelayanan

kesehatan dan peningkatan kualitas kesehatan di masyarakat.
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x| x| o 2,06 0009 | Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan gpptinasidan Konsulasi Kgpptinasidan Konsultasi Laporan 12 Laporan 12 Laporan 175.000.000 12 Laporan 200.000.000 12 Laporan 220.000.000 12 Laporan 242.000.000 12 Laporan 266,200,000 12 Laporan 292.820.000
Konsultasi SKPD RPE kb’
Dukungan Pelaksanaan Sistem rertaksananya Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan
x| oo | o 206 0011 [ pemerintahan Berbasis lek Berbasis Berbasis Elektronik Dokumen 1Dokumen 1 0okumen 40000000 | 1 Dokumen 45000000 1 0okumen 9500000 10okumen 54450000 100kumen 59895000 10okumen 65884500
skeD Elekuronik pada SKPD skeD
x| xx o1 2,07 £ iy Pty 12 Laporan 12 Laporan 320.000.000 12 Laporan 450.000.000 12 Laporan 495.000.000 12 Laporan 544.500.000 12 Laporan 598.950.000 12 Laporan 658.845.000
Daerah
x| x| on 207 0006 | BE#Raan Peralatan dan Mesin Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya {4mIAPs VaitE prelaianaion Mesin unit 12 unit 15 Unit 50.000.000 17 Unit 100.000.000 20 Unit 110.000.000 24 Unit 121,000,000 28 Unit 133,100,000 30 Unit 146,410,000
x| xx o1 2,07 o00g | Pengadaan & & & Unit 1Unit 1 Unit 120.000.000 1 Unit. 150.000.000 1Unit 165.000.000 1Unit 181.500.000 1 Unit 199.650.000 1Unit 219.615.000
Bangunan Lainnya Lainnya Lainnya yang Diseiakan
Pengadaan sarana e | o Unit Sarana dan Prasarana Gedung
x| xx 01 2,07 0010 | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Trsedianya Sarana dan Prasarana Gedung. Kantor atau Bangunan Lainnya yang. Unit 1 Unit 1 Unit 150.000.000 1 Unit 200.000.000 1Unit 220.000.000 1Unit 242.000.000 1 Unit 266.200.000 1Unit 292.820.000
Kantor atau Bangunan Lainnya Koo sa.
Pe Tersusunnya X Jumlah Jasa Penunjang
x| x| o 208 " i diaan 12Laporan 12 Laporan 785000000 [ 12 Laporan 850.000.000 12Laporan 535.000.000 12Laporan 1028.500.000 12Laporan 1131.350.000 12 aporan 1204485000
Tariah Laporan Penyediaan 1o
x| oo | o 208 ooap | Penvediaan Jasa Komuniasi Sumber_  Fersedanya.asaKomunkasi Sumber BaY2 | omurikas,Surmber Dava A dan sk Lsporan 12 aporan 12 aporan 135000000 [ 12 Laporan 150000.000 12 aporan 165.000.000 12 aporan 181500000 12 aporan 199650000 12 Laporan 219615000
e Jumlah Laporan Penyediaan 125a Pelayanan
x| x| o 208 o00g | Penyediaan a2 Pelayanan UMM frerssanya asa elayanan Umum Kantor | ptor vang Lsporan 12 aporan 12 aporan 650000000 [ 12 Laporan 700.000.000 12 aporan 770.000000 12 aporan 547.000000 12 Lsporan 531700000 12 aporan 1024870000
Pemeliaraan Barang. Mk Daerah | ersusunnya umiah
x| oo | o 209 Penunjang  Urusan  Pemerintaan [Milk Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 400000000 | 12taporan 700.000.000 12 Laporan 770000000 12 Laporan 847.000000 1203poran 931700000 12 sporan 1024.870.000
Daerah pemerintahan Dacrah Daerah
Penyediaan 1asa Pemeliaraan, Biaya | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya umiah Kendaraan Dinas Operasionsl atau
x| oo | on 209 ooaz | Pemeliaraa, ok dan perznan | pemelharaan Pajak dan Pertznan Kendaran | Lapangan yang Dielhara dan dbayaran unit 115 Unit 120 Unit 15000000 [ 125unit 200000000 130 Unit 220000000 135 Unit 242.000000 140 Uit 266.200000 145 Unin 292820000
Lspangan
x[m | o | 200 | o [Pomethmeen ersandsnwisnfretasanans i et o s iy un 20t 200t o000 zune 100000000 s unt 110000000 7t [ 133100000 ot 16410000
i Perslatan dan Mesin Lsinnya
— Tarmiah Gedung Kantor dan Bangunan
x| oo | o 209 0009 erlaksananya unit 1unit 1unit 100.000.000 1unit 200000.000 1unit 220000.000 1unit 232.000000 1unit 266200000 1unit 292820000
Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya o
rerssananys Jumish Srana dan Prasarana Gedung Kantor
x| x| o 209 0010 prasarana Gecung Kantor atau unit Lunit 1unit 100.000.000 1unit 200000000 Lunit 20000000 Lunit 262000000 Lunit 266200000 Lunit 292820000
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
x| x| o1 210 Peningkatan Pelayanan BLUD :E:::';:V:::“'" FE A sumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD| 12 Laporan 12 Laporan 323.034.076.112 12 Laporan 341.870.112.021 12 Laporan 357.999.841.042 12 Laporan 374.786.324.856 12 Laporan 392.355.675.160 12 Laporan 411.168.345.062
x| x| o 210 0001 | Petayanan dan Penunjang Pelayanan [ Tersedianya BLUD yang Menyediakan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan Unit Kerja 37 Unit Kerja 37 Unit Kerja 323.034.076.112 37 Unit Kerja 341.870.112.021 37 Unit Kerja 357.999.841.042 37 Unit Kerja 374.786.324.856 37 Unit Kerja 392.355.675.160 37 Unit Kerja 411.168.345.062
BLUD pelayanan dan Penurjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Meningkatnya
Derajat Kesehatan Usia Harapan Tahun 7529 7502 75587562 7582-7585 7601-76,12 76217666 76,41-7694
Masyaralat
[ A = e persen 17,10% 1541% 13,96% 2,71% 11,64% 10,71% 991%
pendek) pada balita
penanganan Tuberkulosis
5. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus
ersen o3% 3% 93% 3% 9%
tuberkulosis (treatment coverage) i €RE3 %
b. Angka keberhasian pengobatan
ersen g 1% o1% 1% 1% %
 tuberkulosis (treatment success rate) P CEED ok
Meningka
deatia per
n pelayanan te
esehat gk kematan ibu 13 161 148 130 8 m %
S Kelahiran
masyarakat Hidu
per
[E——— 12 18 " 1 1 1s 158 1ot
Kelahiran
Cakupan SPM Bidang Kesehatan persen 9592% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang
persen 1 93.20% 9338% 93,55% 9363% 93,745%
e ersr 3% 93.15%
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. " canran INDICATOR ANERIA TUIUAN DAN SSARAY) sneine Tanun 2028 Ton0z6 Ton 027 Ton 028 Tahun 2029 Tahun 2020
| s G ocnam e om sus roman | M| e
v
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Umar Wirahadi Kusumah) e o7
URUSAN PENERITAAN WA
: YANG BERKATAN DENGH
PELAYANAN DASAR
i| o I G 12185100120 730571002 1957100 wzssssrico2 180571002 s 030571002
Enmentass feslias Loptas i e Persen 61% 64% 39.371.230.269 7% 44.874.448.400 70% 45.299.448.400 73% 46.094.448.400 76% 47.459.448.400 79% 48.039.448.400
Kesehatan Ibu dan Anak (IUP)
s Kass ematan buperTahn (0F) | tasus n % masonas| saomzzsson n soamzzsson ® sasuzms m o100 . ssamzzis0
Weniogatna ultas kesehtan
erorangandan masarsiat
IO s ematian st = zm 15 seuraos| 10 2610000000 1 27500000 - 4000000000 m PR 1 asma0000
| a|w KESEHATAN PERORANGAN DA
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
o PipaeanEsiman Penakc bersen 10 1o smoomom| 2005 1550000000 o0 2150000000 o0 230000000 1om 2565000000 o0 225000000
menr
: = sasen 1o ammen| 0w R o0 seo0an st 1o sasamase 1om camamrst o0 Tomamrst
p
coupan elayanan Ksahatan Roflan
Meningatnya kualtas pelayanan Rumah Saki | o' tandar (RSUD Umar Witahadi Niai saa7 0017 38941950960 17 menars 017 18671473351 o5 19671473350 o 2067473351 o nerLarsst
o e sansar i
e — e
|| Kesohton sl UKW G 0K SR son o e | oo s o s o sz o cronsmzss o sz
Kesehatan yang mermenut aana s
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
ondar
1| of e 201 0002 [ pembangunan Puskesmas st Masyarakat [ri—— Masyaralat Unit 1Unit 1Unit 5.000.000.000 1 Unit 5.200.000.000 1Unit 5.300.000.000 1Unit 5.400,000.000 1unit 5.500,000.000 1Unit 5.600,000.000
ke ki) ang s
)| e | e | o [Pembmen s kesehan | aasKesehtan Ly |4 s Kesehatan Lainya g o 1o 1o Lomomncen v Lomomncen 1um Lomomco 1o La0m000000 1k La0m000000
s s
e o
e | 2o | oo |rencembongnrusesmas arns, Pasarans, Ak KesehatandanSOM | Dightian S, rsarans, A o s 2um e 12000000 7o 13m0 sunt 14000000 st L6000 ouni 1650000000
e S Sana Kesehtandan SOM s S Standar
i Fottas Keshatn Lows ans
ta| | e | oy e e ey pegemtangan [0 U R O un woomoomo | 2unk Lomomncen 2 Lomomncen sun Lomomcco sune L0cmio sunk 1350000000
sinnya aslitas Kesehatan Lainnya Sesual Standar Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
o Saans_Frarars G
1| 02| 02 2,01 0009 I it Am| Kesehatan yang Telah ~Dilakukan Ur 7 Unit 4 Unit 3.489.408.349 8 Unit 7.000.000.000 9 Unit 7.100.000.000 10 Unit 7.200.000.000 12 Unit. 7.300.000.000 15 Unit 7.400.000.000
feranas Kcahtan yang e Dkt heapiis [{E5ohan vare Teh Disuton
i emeihataa oo Pskeamas bt
P [P ———
|| o] s | oo e o e st | Kesehatan o e Dkl et Cechaan g Tesh Dbkan e | vt sunt aumaim | aoun 200000 woune 2000000 oum o000 | 1oum 210000000 woue 2250000000
oo oy
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat  rersedianya AL o Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang
1| 2| e 201 o014 Jjang. pelayanan | esehatan [ Medik Fasiltas pelayanan Kesehatan yang Unit 74 Unit 84 Unit 20.120477.610 87 Unit 13.245.531.644 81 Unit 13.245.531.644 7 Unit 13.445.531.644 100 Unit 13.505.531,644 104 Unit 13.595.531.644
penungs ok e Pl esehtan ek
retasanan eyt anpemetvraan
st o pemtran | Pl G e U [ remedsn o
1 02| 02 2,01 o015 | PenBadaan dan Pemeliharaan Al Remglingraan Fasilitas emeiharaan Alat Ui dan Kalbras) Pada Unit 35 Unit 100.000.000 35 Unit 100.000.000 35 Unit 150.000.000 35 Unit 200.000.000 35 Unit 200.000.000
et it el Fasis Kesehton
Wantananc Cner
1| 02| o2 2,01 0020 | Kesehatan/Alat  Penunjang Medik | Medik Fasiitas Layanan Kesehatan Sesuai asilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara unit 35 Unit 100.000.000 35 Unit 100.000.000 35 Unit 150,000,000 35 Unit 200,000,000 35 Unit 200,000,000
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ea
— [—
arane, praaane, st ksahta da SO o acran, ot kesehatondan SOM s
vt kot i kit yang memenus [ edacaran el s o ang
I T R YS (7) [S———" e o empet o ensdan et srker thskn saonoo00m0 | 1k 210300000 . 210300000 hset w00 | tpmer s10900000 1rser sa090m000
o . e
il 1000 g daanga[aon
enngiatanaposnes poyann ot skt ‘
i ki
e T e
1| 02| o2 2,01 op3 |Bahan Medis Habis Pakal, Vaksin. |ype i piapic pakai, vaksin, Makanan dan jabts Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Paket 2 Paket 2 Paket 36.438.520.038 2Paket 27.724.339.107 2 Paket 27.699.339.107 2Paket 27.624.339.107 2 Paket 27.799.339.107 2Paket 27.799.339.107
aaran n Miouman 8 Faihas FasiisKeshatan yan aeciton
Wi o Ksehtan
Keseraan
‘ oba, anan ot s
e ———
1| o2 | 02 2,01 0026 | Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pak: Obat,Bahan Habls Pakal, Bahan Medi Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Paket 1Paket 1Paket 500.000.000 1Paket 300.000.000 1Paket 300.000.000 1Paket 325.000.000 1Paket 350.000.000 1Paket 375.000.000
Vi, M dan inmanke Vot ok, vl Motanandan i o, atan s i
Falis Ksahatan Minuman oo Kesehatan
Penyedian Layanan _ Kesehtan
o|e| o Ut KO dan UKD Rl Tghat sosmanses nmonzss s 00z nasanzss a0z sano02s1
Daerah Kabupaten/Kota
o (et R erien e 1o 2a00m0m| 2008 2000000000 101 2030000000 1o 2100000000 o 2150000000 1o 2155000000
el Persen 99,97% 100% 300.000.000 100% 475.000.000 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 575.000.000 100% 585.000.000
)
o i Persen 97,64% 100% 200.000.000 100% 350.000.000 100% 375.000.000 100% 1400.000.000 100% 425.000.000 100% 455.000.000
0
"""f‘:"‘“:" tandar 1K) Persen 95,72% 100% 288.200.000 100% 1.460.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.550.000.000 100% 1.650.000.000 100% 1.690.000.000
— rersen 100005 1o ooomom| 100w 0000000 101 0000000 1o aso0000 o ss0000000 1o 0000000




ush sroc| -
sy PRUS L [eGiaTan| i o
] W/ caiATAN INDIKATOR KINERIA TUIUAN DAN SASARAN, Baseline Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
ecTan " untuk kegiatan
Tovan sasaran 08 DAN SUB KEGIATAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGATAN | A"V Tahun 2024 e
n
[eisienans Persen 79,27% 100% 200.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 365.000.000 100% '390.000.000
o o ()
persen 100,00% 100% 217.850000 100% 317.850000 100% 337.850.000 100% 347850000 100% 352850000 100% 397.850000
standar Kesehatan sesuaistandar (IKK)
f persen sa63% 100% 200000000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 425.000000 100% 430000000 100% 485.000000
e Persen 100,00% 100% 200.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000 100% 375.000.000 100% '380.000.000 100% 400.000.000
KK
b oyanan kesehater Persentase pelayanan kesehatan orang
srlaksananys pelayanan kesehatan orang Persen 100,00% 100% 200.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 325.000.000 100% 330.000.000 100% 400.000.000
dengan gangguan jwa bera sesuai standar
kK)
[Fienans) Persen 100,00% 100% 200.000.000 100% 350.000.000 100% 375.000.000 100% 400.000.000 100% 425.000.000 100% 445.000.000
Tekcananya pelayanan kesebatnonang | et e "
demgen il il g melemahkan daya tahan tubuh manusia persen 100,00% 100% 500000000 100% 750,000,000 100% 750,000,000 100% 775.000.000 100% 840000000 100% 850000000
melemahkan daya tahan tuboh manusia "
z ) standar (IKK)
standar
ersusunnya Dokumen Fasitasi LaYanan |y bokumen Fasitasi Layanan Kesehatan]  Dokumen 1Dokumen 10217712712 [ 10okumen 6968674751 1Dokumen 7628674751 1Dokumen 8623670751 10okumen 0348674751 1Dokumen 9538674751
esehatan
persen 9432% 95% 71349976253 96,5% 60310175.500 96.7% 60410175.500 96.9% 60510175500 % 60610175.500 973% 60710175.500
esehatan nasional nasional (UP)
1| | 200 ooy [ Peneelolaan Peayanan Kesehatan b | ferkeiojana outiamil|ur o yong Mendapatian Orang 13770 Orang 14183 Orang 2.300.000.000 [ 14608 Orang, 2.000.000.000 15046 Orang 2.050.000.000 15498 Orang 2.100.000.000 15963 Orang 2.150.000.000 16442 Orang 2.155.000.000
ami esuai standar elayanan Kesehatan Sesusi Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan lbu Jumlah lbu Bersalin yang Mendapatkan
1] 02| o2 2,02 o002 | Penee e sttt Pelayanan Kesehatan Sesual Standar Orang 14668 Orang 15108 Orang 300.000.000 | 15561 Orang 475.000.000 16028 Orang 500.000.000 16508 Orang 550,000,000 17004 Orang 575.000.000 17514 Orang 585,000,000
(Tamiah i B ahiryang Wendapatian
]| o | e | onea |Pensean Peyanan Kesonatn s TerkloanyapelaananKesonaan savns o L SR omne wsssormg | wreaorng e o0 | 1566300 oo | o130 so0o00000| 16617 0r asooo | 1mssonn 55000000
1| 02| o2 2,02 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuat Orang 62735 Orang 64617 Orang 288.200.000 | 66555 Orang 1.460.000.000 68552 Orang 1,500.000.000 70608 Orang 150,000,000 72727 Orang 1,650.000.000 74908 Orang 1,690.000.000
ata standar Kesehatan Sesuai Standar
TamTah Anak Usia Pendiaian asar yang
|| e 202 0005 | Fenaosan playananKeshatan paTekelolonys peiyena Keschotan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai orang 153920 0rang | 158537 Orang 200000000 | 163293 0rang 400.000.000 168191 Orang 400000000 | 173237 Orang 25000000 | 178434 Orang 460000000 | 183787 Orang 480000000
sa Pendidikan Dasar sia Pendidikn Dasar Sesusi Standiar v
- PN B ; N Tumiah Penduduk Usa Prod ki yang
1| o 202 0006 | Penacolaan pcayanan Keschatan paa Telksananyo Pelayanan Keshaton Ui endapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai orang ar3990mng | 426346 Orang 200000000 | 439136 Oran. 350000000 452310 0rang 350000000 | 465879 Orang 350000000 [ 479856 Orang 365000000 [ 494251 Orang 390.000.000
sia roduki rodukti Sesual tandar Mendap
- PN B S Tumiah Penduduk Usa Lanityan
1| 2| e 2,02 opo7 | Peneelolaan Pelayanan Kesehatan pada | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Orang 181122 Orang 186555 Orang. 217.850.000 | 199345 Orang. 317.850.000 212519 Orang. 337.850.000 226088 Orang. 347.850.000 240065 Orang 352.850.000 254460 Orang 397,850,000
UsiaLanjut esehatan Usia Lanjo Sesuai Standar Mendap
Terlaksananya Pengeloaan Pelayanan Jumiah Penderia Fipertens yang
|| e 202 anos | Peneelolaan pleyanan Kesehatan Standar Kesehatan Sesusi Orang 121808 0rang | 125462 0rang 200000000 | 126225 Orang 400.000.000 133102 0rang 400000000 | 137095 Orang 25000000 | 141208 rang 420000000 | 145844 Orang 485.000000
endert Hipertensi endap
- N Teriarsananya Pengelolaan Pelayanan Tumiah Penderts Daberes Mieltus yang
1| o 202 000s. [ Pengelolaan peayanan Kesehitan Meltus Sesuai Kesehatan Sesuai orang 23184 Orang 23879 Orang 200000000 [ 27642 orang 350000000 31519 0rang 350.000000 35512 0rang 375000000 | 39625 Orang 380,000,000 43861 Orang 490,000,000
enderta Diabetes Melitus Kesehat Mendap
engelotan peayanan Keseh ertksananya Pengelolaan Pelayanan Jumiah Orang yang. Mendapatkan
1| 2| e 202 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan |y o eatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Orang dengan Orang. 1757 Orang 1809 Orang 200,000,000 5572 Orang 300,000,000 9449 Orang 300,000,000 13442 Orang 325,000,000 17555 Orang. 330000000 21791 Orang 400,000,000
rang dengan Gangguan Jwa Berat
Gerat Sesual Standar (Gangguan Jiwa Berat SesuaiStandar
sengeolaan peayanan Keschatan | TerBksananya Pengelolan Pelayanan Jumiah Orang Terduga Menderita
1| 2| e 202 oona | PenEelon P atan  Bagi Orang Terduga Tuberkulosis  yang  Mendapatkan Orang. 25486 Orang 26250 Orang 200000000 [ 30013 Orang 350.000.000 33890 Orang 375.000.000 37883 Orang 400,000,000 41996 Orang 425.000.000 46232 Orang 445.000.000
vang Terduga Tuberkulosis
; . (Tariah Grang Terduga Menderita FIV
1] 02| 02 2,02 012 | Peneelolaan Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang 22937 Orang 23625 Orang 500.000.000 | 27388 Orang 750,000,000 31265 Orang 750,000,000 35258 Orang 775.000.000 39371 Orang 840,000,000 43607 Orang 850,000,000
Orang dengan Risiko TerinfeksiHIV | Orang Lang e
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi | Teriaksananya Pengelolaan Pelayanan Jamlah Dokumen Hasi Pengelolaan
1| 02| o 2,02 0013 [ penduduk pada Kondisi Kejadian Luar | Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian| <5112t 028! Penduduk pada Kondsi Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 250.000.000 1 Dokumen 250.000.000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000
Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
asa (KL8) Luar Biasa (KLB)Sesual tandiar
Penaeldln eoana Keshaan o | esksanany ergelo elaanan e Dok sl engeloan P
1| 02| o 2,02 014 | Pendudut piny Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 130.000.000 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 200,000,000
erpotens:
Bencana Berpotensi Bencana Sesua Standar Berpotensi Bencana Sesuai Standar
| o] | e | oms Ferselanpdsanan keschaan i (rearan pengeoan poianan | boumen | 10oumen | 10skumen 2611800000 10kumen o000 | 1ookumen 50000000 100kumen o000 | 0ok ersooom | 10okumen 00000
asyarsa esehatan Gii Mssyarakar
; Tamiah Dokamen HalPengelolaan
1| 0| e 2,02 on16 | Peneelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja| Terlaksananya Pengelolasn Pelayanan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 145.471.000 1 Dokumen 195.471.000 1 Dokumen 215.471.000 1 Dokumen 225.471.000 1Dokumen 225.471.000 1Dokumen 260,471,000
dan Olahraga Keschatan Kerj dan Olahraga
1 02 02 2,02 0p17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 170.000.000 1 Dokumen 190.000.000 1 Dokumen 190.000.000 1Dokumen 200.000.000
Lingkungan Kesehatan Lingkungan pelayanan Kesenatan Lingkungan
1| oo 202 ooz [Pengelolaan peayanan Promesl | erlaksananya Pengeloiaan Pelayanan Proms! | Jumlah Dokuren el Pengelalaan Ookumen 1 okumen 1 Dokumen 412935600 | 1Dokumen 252,935 600 1 0okumen 252935 600 1 okumen 272935600 1 Dokumen 22935600 1 0okumen 22935600

Pelayanan Promosi Kesehatan
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A
Pengelolan pesyann Kesehatan [ ey pelayanan Kesata Trssna, |71 0ok, s Pengeoon
o | o2 20| oo |Tudiion, Apumun A |Aeupunin, shon andridon Tadsional [ SN Kesahtan T bolumen | 100kumen L00kumen 100000000 | 1 okumen 100000000 | 1 pouren 150000000 | 1 kumen 180000000 | 10okumen 1000000 | 10okumen 20000000
Mandr, dan Tradsonl nnys sy shupura. st
oo 20| o0 fpensetsmn suetans ksepatan [Tt et amih Doumen e engelaan boumen | 100kumen L00kumen 206545000 | 1 0okumen meeasoo0 [ 10okumen peasoon [ 100kmen sosss000 | 10okumen sossso0 | 10oumen 350645000
Pengelolan pasyanan Kesahatan | Tedakcananya engesan Pelayanan i orang_dengan_ wacain
ool 2w | o ke |Kewaan (ODVI) yan endapatan onng 0okumen - 50000000 [ 100kumen 70000000 1akumen s0000000 [ 10okumen s0o00000 [ 10okumen 10000000
Jiwa (ODMK) (0DMK) Pelayanan Kesehatan
1| o e 202 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jumiah Penyalahguna NAPZA yang Orang. 230 0rang 244 0rang 50.000.000 251 0rang 50.000.000 258 0rang 70.000.000 266 Orang 70.000.000 274 Orang 100.000.000
domazn e Keenatn
engelolan Uy pengurngan o ety pengesa Upaya Penurange | i Dokuren i Pengelaa Usaya
] 02| 02 [ 200 | cone | esemtancon ek ko e et o Pocs k[ Pengurangan R ks Kesarn bolumen | 100kumen Lookumen P T com0c0 | 100kumen 0000000 [ 100kumen 0000000 [ 10okumen 0000000
Keseratan keenatn i s K eseratan
i bokurnen o ey Ksshatan
o | o[ aoe | oo Py esehetan e e rersananys pelaynan esehtanpenvakt o0 T LY bolumen | 100kumen L00kumen 350000000 | 1 okunen womsist | 10okumen oozsist|  100kmen siozsssi|  10okumen siozsisi|  10sumen ssoaus151
1| 2| e 202 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan ) Kesehatan s Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 71.349.976.253 12 Dokumen 60.310.175.500 12 Dokumen 60.410.175.500 12 Dokumen 60.510.175.500 12 Dokumen 60.610.175.500 12 Dokumen 60.710.175.500
Memaakat [ [
umih Spesmen penyatt Potensikesion
ol e 202 | 008 | eyt arersol 0 ¢ o] Koo o B (131 ovrtorm |14 85 8] b Lborsor ot Lokt 1paket om0 | 1eset 100261000 1patet 0281000 ket 15281000 Lok 145281000 Lroken 105281000
Rujukan/Nasionl Rujukan/Nasionsl BidaNgegnal vane
1| 02| o2 2,02 o029 | Penvelenggaraan Kabupaten/Kota  |ro.colanggaranya Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 Dokumen 40.000.000 1Dokumen 50.000.000 1Dokumen 80,000,000 1Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 125,000,000
sonn enveleggaraan Kabupaten/ot Sehat
et T e
senydton Telemedicn i Fasies |71 P8I Pelayanan Kesehatan (Fasnkes)one Meovni Ko
1| 02| 0 2,02 030 | Penvediaan Telemedicine di Fasilitas | . oy oc) Melalui elayanan fauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Unit 1Unit 1 Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000 1Unit 100.000.000 1Unit 100.000.000 1Unit 100,000,000
Petayanan Keshatan spenkes) el Pelagann Tlemecicne unok Mendaptian Alses
B MR B | plyanan Keshatanyang eraaias
1| 02| o 2,02 0032 [operasionalPelayanan Rumah Sakit | 11 Rumah i ook Dokumen 1Dokumen 1 Dokumen 1.000.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1Dokumen 125.000,000 1 Dokumen 175.000.000 1 Dokumen 200,000,000
o oaf 20 | wm|  ommsonpemmn Teedny e 0 bolumen | 100kumen Lookumen wsassz | 1ookumen 20000000 [ 100kumen 20000000 [ 100kumen 20000000 [ 100kumen 25000000 100kumen 25000000
Py s uskesm: uskesm
1| 02| 02 2,02 0034 | Operasional Pelayanan Fasiltas Fasiltas Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 267.051.000 1Dokumen 367.051.000 1 Dokumen 417.051.000 1 Dokumen 427.051.000 1 Dokumen 437.051.000 1Dokumen 447.051.000
Keanatan sy Keenatn s st esetan Ly
1| 02| 02 2,02 oo3s | Pelak kreditasi Fasilitas itast Fasilitas Kesehatan di | Jumiah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Unit 36 Unit 36 Unit. 100.000.000 36 Unit 100.000.000 36 Unit 150.000.000 36 Unit. 250.000.000 36 Unit 260.000.000
Kesehatm ikabupstnficts | abupatoniors i omupten/ota
Ivesteost Al Koo T ey vt Al ki Tk spran s st v e
i of e 202 oo | Pharapken (Kefadon ot Pusca - {ovrapkan keatan ot pasc munissi [ ik ivrapkan (cadian ot pasca Laporan 12 aporan 12 aporan 12 aporan 50000000 12 aporan 50000000 12 aporan 150,000,000 12 Laporan 150000000 12 Laporan 185000000
Imunisasi dan Pemberian 062t Massal | 4.1, pemberian Obat Massal) Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1| 02| 02 2,02 0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon - |Jumiah Dokumen Hasil Pelaksanaan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1Dokumen 150.000.000
Respon i waan Keuaipadzan D g son Wb
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center Jumlah Public Safety Center (PSC 119)
Penyedson dan pengelton st | 42 o Terkellansa Pl Sty Cnter |1 Treloan o Termega
1] 02| o2 2,02 0038 | Penanganan Gawat Darurat Terpadu | "3 71 Y20 FermieB ™ Dengan FUmah | pengan Rumah sakit Datam Satu unit 1 Unit 1 Unit 1.700.000.000 1Unit 1,500.000.000 1Unit 1,500.000.000 1Unit 1,500,000,000 1Unit 1,500,000.000 1unit 1,500,000.000
2kt Dl oo e Perangan Gov
(sPGDT) Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu
D: it Terpadu (SPGDT). (SPGDT)
Pengelolaan pelayanan kesehatan  Terlaksananya pengelolaan pelayanan Jumiah orang dengan Tuberkulosis yang
|| 2o | oo |Fenelan pelayanan hsanaya pngsclaen pelr mendapakan pelayanan esehtansessi onng arssorans 2538 0rang 15000000 | 2923 0rng 20000000 [ 3011 0rng soo0c0 | a010mms 00000000 | 3150 0 aso0000 | 2001 25000000
'8 dens '8 dene: standar
s 1 P i 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang.
1| o e 202 0pag | Pengelolaan pelayanan kesehatan | Terlaksananya pengelolaan pelayanan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Orang. 149 Orang 153 Orang 15000000 158 Orang 150.000.000 162 Orang 200.000.000 167 Orang 250,000,000 172 0rang 300.000.000 177 Orang 300.000.000
crangdengon A1V ODHVY Kesanata orang dengan Y (ODAN) e
1| 02| 02 2,02 0042 :T"yge""““" pelayanan kesehatan TE""’:S:"“:X" pengelolaan pelayanan i“'“‘:":’""g by mendapatian pelayanzn Orang 7 Orang 60rang 10.000.000 50rang 100.000.000 40rang 150.000.000 30rang 175.000,000 20rang 185.000,000 20rang 195.000.000
1| 02| 02 2,02 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pengelolaan pelayanan | umlah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 1 Dokumen 1Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 200.000.000 1Dokumen 240.000.000 1Dokumen 250.000.000
Repracite chatn e layanan kst e
1| 02| 02 2,02 004 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan  |Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.274.046.000 1Dokumen 1.274.046.000 1 Dokumen 1.274.046.000 1 Dokumen 1.374.046.000 1Dokumen 1.674.046.000 1Dokumen 1.684.046.000
ok g ok esenatan o dan an
1| o2 | 02 2,02 0047 | Pengelolaan Terlaksananya pengelolaan pelayanan Jumiah dokumen hasil pengelolaan Dokumen 1 Dokumen 1Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1Dokumen 100.000.000 1Dokumen 100.000.000
S T— cininvinan laanan ketautusionn
o] |z | oo fenpebimtomnoniminas  [retnamapeneton taman i okumen s g columen | 10otumen ookumen 2000 | 10oumen 2000 |  100kumen owoom | 10oumen som00m | ookumen wwaoso
1| 02| o2 2,02 0050 | pengelolaan Pelayanan Kesehatan | T€112ksananya Pengelolaan Pelayanan Jumlah dokumen hasi Pengelolaan Dokumen 1Dokumen 1Dokumen 50.000.000 1Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 180,000,000 1 Dokumen 200,000,000
" Keanatn o lyanan Keseaten o
1| 02| 02 2,03 [egateagaiay 40% 40% 234.714.098 5% 500.000.000 8% 500.000.000 50% 550.000.000 53% 585.000.000 55% 595.000.000
Kesehatan ecara Termegas | iformadKeehatan | mervelengrakan ik ermeas
1| 02| 02 2,03 0002 EE"ES""‘“" Sistem Informasi Terlaksananya b onahat Dokumen 1Dokumen 1 Dokumen 234.714.098 1Dokumen 500.000.000 1Dokumen 500.000.000 1Dokumen 550.000.000 1Dokumen 585.000.000 1Dokumen 595.000.000
[ ——— e
1| 02| 02 2,04 D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan e 1Dokumen 1Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 300.000.000 1Dokumen 300.000.000 1Dokumen 375.000.000 1 Dokumen 450.000.000 1Dokumen 525.000.000
‘Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Tersedianya 0 dan Fasiltas) - 1ah Rumah sakit Kelas C, Ddan Fasilitas
1| 02| o2 2,04 0001 Perizinan Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, unit 4Unit 6 Unit 100.000.000 7 Unit 100.000.000 B Unit 125.000.000 8 Unit 150,000,000 8 Unit 175.000.000
R Sk Kol C. Do Fosies | Dawadan Okt Peranmy |11 Kesehtan yng Dikendatan,
Pelayanan Kesehatan Lainnya ! v
et i Plpran it |1k ot Mt peloan (3R LSS T
B S S T Y s Fasita esehtan yan Dukan enguran | ene unit s5unt s6unt 10000000 | 36unie 150000000 360t 100000000 s6unt 12500000 250t 1500000 s6unt 20000000
esehatan Indikator Nasional Mutu (INM)
penyapan perumsan in cemnanyspenapon P don 10718 Dokumen st penpan
1] 02| o2 2,04 0004 erlaksananys Penyiapan Perumusan dan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Dokumen 1Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 1Dokumen 100.000.000 1Dokumen 125.000,000 1 Dokumen 125,000,000 1 Dokumen 150,000,000

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kesehatan Rujukan




L s ourcom ‘
W PROGRAM (0UTCOME) KEGIATAN INDIKATOR KINERA TuruAN AN asaRAN sasine Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tabun 2029 Tahun 2020
Tujuan Sasaran DA DAN SUB KEGIATAN PPROGRAM, KEGIATAN SATUA Tahun 2024 (untuk kegiatan yg
5 belam masok PR
A
1| 02| 03 EROCHAM N A AN S A e hany s e L Presentase 88% 89% 1.529.016.000 89% 400.000.000 89,13% 450.000.000 89,75% 600.000.000 90% 750.000.000 90,2% 850.000.000
bidan Kesehatan
1| 02| 03 2,00 e B R ] e 66% 73% 50.000.000 75% 100.000.000 7% 100.000.000 79% 150.000.000 82% 200.000.000 85% 250.000.000
" Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | memiliki izin memiliki izin
1] 02| 03 2,01 ooy [ Pengendalian Perizinan Prakik Tenaga | Terlaksananya Pengendalian Jumiah Dokumen Hasil Pengendalian Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000 1Dokumen 75.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1Dokumen 125.000.000
Keseratan Perinan i Tenags Kesehatan erinan raku Tenaes Keshatan
Prmbinsan dan Pengawsan Tenggs | erksannya embinsandanPengavasan | Dokuen ot Perbingancin
oo | 20| o002 |cesensm sers Tk e enaga Ksehata erta Tndak Lyt Peiinan [ Pengawasan Tenags KeshatanseiaTindak | Dokumen Loskumen Lookumen 5000000 | 1ekumen 50000000 | 100kumen 50000000 [ 1uren 75000000 [ 100kumen 1000000 | 10okumen 125000000
Pernan rat Tensgs Keshstan | Prakt Tensga Kesnatan it Prnan Pri Tensg Kesehaton
erencanaan et dan
1| 02| 03 2,02 Lecs=dtaya) o 92% 2% 53.830.000 93% 1200.000.000 93,43% 250.000.000 93% 300.000.000 94% 375.000.000 94% 425.000.000
Wilayah Kabupaten/Kota
Perencansandan st seta | Teksananya Prencanaandan it serta | Jumiah Ookumen st Perencanaan dan
oo 202 [ 0001 | pemerataanSumber Daya Manusia | Pemestoan Sumber Doy Manuia Kesehatan |t sera emerstaan Sumber oy | Dokumen Loakumen 0okumen s0000000 [ 10okumen s0000000 [ 100kumen 7000000 [ 10okumen 100000000 | 100kumen 125000000
esenson s eseatan
e Kebatn Samaer oopa | TEPETOTYeFebutunan Sumer Daye | sumoer ooy Manosis Kesetatan yang
1| o | o | a0 | ooor |Pemensrankebuutansumberoava LT mtan i fasias Layann | emenuhStandara e eayanan orng 1088 0rang w0000 | 127.0ans e 10000000 | 11500085 vso0o0| 11790 75000000
lanusia Kesehatan Sesual standar Kesehatan Sesuai Standar Kesehatan (Fasyankes)
— - — o Dok e Fermaan o
1| 02| 03 2,02 0003 [ Pembinaan dan Pengawasan erlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Manusia Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 53.830.000 1Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 125.000.000
Sumber baya Manusa Keshatan | Sumbar Daya Manusia Ksehatan e
Pengembangan Wt
dan penighatan Kompetenst [ ersentase Tenaga Kesehatan yang
1| 02| o3 2,03 =) Profesional dan memenuhi standard 78% 80% 1.425.186.000 80% 100.000.000 82% 100.000.000 83% 150.000.000 85% 175.000.000 86% 175.000.000
Kesehatan ompetes
kompetensi heest
[— i Sumber Doy Minusi eseatan
1| 02| 03 2,03 0001 | Kompetensi Teknis Sumber Daya Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya [ Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Orang 2700 Orang 2750 Orang 1.425.186.000 2800 Orang 100.000.000 2950 Orang. 100.000.000 3000 Orang. 150,000,000 3100 Orang. 175.000.000 31500 Orang 175.000.000
Mania Kesahatan Tniat Daeah | Manusi Kesehatan Tingkt Dran Dngatian Mot dan Kompetenigs
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1| 02| oa KESEHATAN DAN MAKANAN LAY A Presentase 87% 87,54% 824.775.000 88% 400.000.000 88,54% 410.000.000 88,87% 625.000.000 89% 675.000.000 89,33% 750.000.000
MINUMAN
emerian i ot TokoObat, |1
1| 02| o4 2,01 JLokn MasEsses 100% 100% - 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 200.000.000
— o Dokuen s engencaiandan
Tioda Lanjt Pengawrsn Prsnan | Pengawasan sera Tindak Lot Pengavasan st Tidak anktPengowasan
oo | 200 | coor |spote rotoomat Toke engawasan Perinan Apoek, Toko Obat, | Pranan Apotk, Tko Obat, Too Al bokumen Loakumen Lookumen 150000000 | 10okumen 150000000 | 1ckumen 5000000 | 10okumen 1rsoc0ce0 | 1ookumen 0000000
it Kekeata,dsnOpt, s Joig e Paprs
Mikro Obat Tradisional (UMOT) tsaha Mk Gat e Bba
enerbtan Serifia rous Pagan
Indust Fumah Tngga danomar . ||
N ) e e e ] Tange Yang Mol |produls Tange Yang sox s s | s 150000000 £ 150000000 so% 5000000 oo 75000000 o 20000000
yang Dapat Diproduksi oleh Industri SSoiat SN Seaiket
Ruman Tangza
Pengendalan danpengavasan seta
Teraananya Luriah bokumen
Tinda Lt Pengowran Ser
Tidok Lanut Pengawasan et |, i oot pongawasa Seriat | Pengavasan st Tidak antPengawasan
produaipangan ndustfumah st R Tangga dan | Serfkt Produesi Pangan ndust Rumah
o | on [ a0s | oo |Tonee danomer bRT skl i |, g ks, k| anges dan Nomor PARTscaga i roc|  okumen 10okumen Lookumen 20775000 | 1 ookumen 150000000 | 10okumen 150000000 | 1kumen so00000 | 10okumen wso00000 [ 10okumen 20000000
Pros kPO MBKONSN 5o inuman Tetntayang ok Prock anan
Yang Dap: Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi
Diprodulsi lh st uman Vinuman Terents vang O
Tangss -
Penerotan Seriat ok Figene
St Tempat
1| 02| o4 2,04 LD 50% 52% - 55% 50.000.000 60% 50.000.000 62% 75.000.000 65% 75.000.000 68% 100.000.000
s lain Jasa Boga, Rumah Higiene Sanitasi 000 000 0004 000 000
g i oo Depot
Teaananya i Dokumen st engendatn g
Tinda it PengovasanPenertan | Pengawaian et Tk Tk
Tempat.[penerotan renean
oo 200 [ 0001 | pengeloan bokumen L0akumen 10okumen sooonom | 10okumen s0000000 [ 100kumen 75000000 [ 10okumen o000 | 1ookumen 100000000
05, s Bog, fuman i s o, R Mt/ Restoran dan
et Ar i OAM) Depot A Minum OAV) Depot A i (OAM)
T =T
o o| 20 ot o0 1005 N 000000 2005 0000000 1005 100000000 2005 150000000 1005 150000000
Jainan Pemingan Pemingan
el e
oo | ams | oo |Tnektompenentnsier s danSera st Mitanan anancan | Dekumen Loakumen Lookumen 000w  10okumen 30000000 1auren 100000000 | 100kumen 1s0000000 | 10okumen 10000000
oS iakanan anan 3l sonan
emericaan dan Tk anjt Has
1| 02| os 206 Tersedianya Minuman 0% 2% - 3% 30000000 % 30000000 8s% 100.000.000 6% 100,000,000 7% 100,000,000
Minuman st Rumsh Tngza
PemericsanPot ke pads rodu [ Tersannyapemerszan e
R Tangg Serecar yan
1| 02| on | 206 | 00or |Tangasvane BredardomPengoasan |Vinuman s Ruma Tang Diakikan Pemersaan Pt uni 00unit 50Ut wount 0000000 asouni 0000000 s00uri 0000000 |  ssounie 100000000 soount 0000000
ens Tndak ot engavasan | Geredar dan Pengavasan s ik anit | Maretdsla ranga Tnask Lajt
[ rengavason
ol Presanase B 0% Lo - 0000000 ax s00000000 wn ao000000 a 7so00000 son ss0000000
MASYARAKAT BIOANG KESEHATAN
Aavokas, pemberdayaan, emitraan,
ofos| 2 sy = ™ siai ssoo0000| st 20000000 20000000 25000000 s 75000000 121 0000000
-
Kabupaten/Kota
enigtatan Upay promosi Teikaranya Pennghatan Usava Promosumiah Dokumen PromosiKeshata,
i | o5 | 200 | 00or | esehatan Advooss Kemiaancan |Kesohtan, - Advokad,  Kemivaan  an | Aduokasi Komitaan an pemberdayasn bokumen 1 ookumen Lookumen 150000000 | 1 Dakumen w0000 10okumen 2000000 | 100kumen 25000000 10okumen 25000000 | 100kumen 20000000

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat
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b/ oy v
ol | feowom Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
Tujuan Sasaran i Kesran PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUIUAN DAN SASARAN,) (o Baseline ahun ahun ahun ahun ahun ahun ot heatanys
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Tahun 2024
ﬁ belum masuk SIPD-RI)
s
®
elaksanaan Sehat dalam rangka
1] 02| os 20 Promotif reventif Tingkat Persen % 200.000.000 19% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 225,000,000 25% 300.000.000 2% 325000000
Hidup Sehat Hidup Sehat
umiah Dokumen Hasil
1f o2 s 200 o001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Dokumen 1Dokumen 1Dokumen 200000000 | 1Dokumen 200.000.000 1Dokumen 200000000 1Dokumen 225,000,000 1Dokumen 300000000 1 Dokumen 325.000000
Gerakan Hidup Bersh dan Sehat
Pengembangan dan Pelaksanaan
1| 02| os 203 A S tan e A Q) persen 75% 53,000,000 75% 50,000,000 7512% 100.000.000 75.48% 150.000.000 75,66% 200000.000 7578% 225.000.000
kit
Kabupaten/Kota
Bimbingan Tekris dan Supervii erlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi [ sumlah Dokumen Hasil imbingan Teknis
1| o] os 203 o001 Upaya Kesehatan yaMasyarakat | dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 53000000 | 1Dokumen 50000000 1 Dokumen 100,000,000 1Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 200000000 1 Dokumen 225.000000
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat|
ey (UKew) Daya Masyarakat (UKBM)
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Tabel 4.3 Daftar Kegiatan/Subkegiatan

dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

KET.

(2)

(3)

“4)

()

(1)
1.

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
Internal Perangkat
Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Peningkatan Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN

MASYARAKAT

Persentase
Peningkatan Usia
Harapan Hidup (UHH)

Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM

dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

Penyelenggaraan Sistem Informasi
Kesehatan secara Terintegrasi

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas
C dan D dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM SEDIAAN FARMASI,
ALAT KESEHATAN
DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase
Ketersediaan Farmasi,
Alat Kesehatan,
Makanan dan
Minuman Sesuai
Standar

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

Penerbitan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah

Tangga dan Nomor P-IRT sebagai
Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang
dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat

Pengelolaan Makanan (TPM) antara
lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan

Post Market pada Produksi dan
Produk Makanan

Minuman Industri Rumah Tangga

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

Persentase
Desa/Kelurahan Siaga
Aktif Mandiri

Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan

Peran serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/
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Kota

Pelaksanaan Sehat dalam Rangka
Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur
strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan
jangka menengah dan panjang Dinas Kesehatan serta RSUD
Umar Wirahadikusumah. IKU menggambarkan dampak dan hasil
besar yang ingin diwujudkan dalam peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, mutu layanan kesehatan, serta kepuasan

masyarakat.
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Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan
dan RSUD Umar Wirahadikusumah

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN BASEL.II.':\E|_'UN KETERANGAN
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1. |[Angka Kematian lbu (AKI) (per 100.000 143 161 148 130 118 111 99
kelahiran hidup)
2. |Zona Integritas Perangkat Daerah Nilai 83,68 85 86 87 88 89 90
3. | Angka Kematian Balita Per 1.000 13,8 15 13,8 13,1 12,5 11,98 11,91
Kelahiran
4. | Cakupan SPM Bidang Kesehatan Persentase 95,92 100 100 100 100 100 100
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase 93 93,15 93,24 93,38 93,55 93,63 93,74
Bidang Kesehatan
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4.4

Secara umum, capaian indikator kinerja utama Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedang pada periode 2024-2030
menunjukkan arah peningkatan yang konsisten menuju
perbaikan kualitas layanan dan derajat kesehatan masyarakat.
Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan menurun dari 143 menjadi
99 per 100.000 kelahiran hidup, yang mencerminkan
peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan ibu dan kebijakan
keselamatan maternal. Angka Kematian Balita juga menunjukkan
tren penurunan dari 13,8 menjadi 11,91 per 1.000 kelahiran
hidup, menandakan perbaikan gizi, imunisasi, serta penanganan
penyakit anak.

Dari sisi tata kelola, Zona Integritas meningkat dari nilai
83,68 menjadi 90, memperlihatkan komitmen terhadap birokrasi
bersih dan berintegritas. Cakupan SPM Bidang Kesehatan
berhasil mencapai dan dipertahankan pada angka 100%,
menunjukkan pemenuhan standar pelayanan dasar bagi seluruh
masyarakat. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
meningkat secara bertahap dari 93 menjadi 93,74, mencerminkan
peningkatan mutu, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan daerah. Secara keseluruhan,
capaian tersebut menggambarkan arah pembangunan kesehatan
yang semakin efektif, terukur, dan berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang dan RSUD Umar Wirahadikusumah disusun sebagai
ukuran utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program
dan kegiatan prioritas selama periode Renstra Tahun 2025-2029.
Indikator ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan untuk
mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui
layanan yang berkualitas, merata, dan sesuai standar pelayanan

minimal bidang kesehatan.
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Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan

dan RSUD Umar Wirahadikusumah

INDIKATOR

SATUAN

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2030

KET.

(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

9)

(10)

Rasio Daya
Tampung Rumah
Sakit Rujukan

Persen

1,06

1,07

1,08

1,09

1,20

Prevalensi Stunting
(Pendek Dan
Sangat Pendek)
Pada Balita

Persen

15,41

13,96

12,71

11,64

9,91

Cakupan
penemuan dan
pengobatan kasus
tuberkulosis
(treatment
coverage)

Persen

93

93

93

93

93

93

Angka keberhasilan
pengobatan
tuberkulosis
(treatment success
rate)

Persen

91

91

91

91

91

91

Jumlah Kasus
Kematian Ibu per
Tahun (IUP)

Kasus

26

24

21

19

18

16

Persentase
pelayanan
kesehatan ibu
hamil sesuai
standar

Persen

100

100

100

100

100

100

Persentase
pelayanan
kesehatan ibu
bersalin sesuai
standar

Persen

100

100

100

100

100

100

Persentase
Pelayanan
kesehatan bayi
baru lahir sesuai
standar

Persen

100

100

100

100

100

100

Persentase
pelayanan
kesehatan balita
sesuai standar

Persen

100

100

100

100

100

100

10

Persentase
Pelayanan
kesehatan pada
usia pendidikan
dasar sesuai
standar

Persen

100

100

100

100

100

100

11

Persentase
Pelayanan
kesehatan pada
usia produktif
sesuai standar

Persen

100

100

100

100

100

100

12

Persentase warga
negara usia 60
tahun ke atas
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar

Persen

100

100

100

100

100

100

13

Persentase
Pelayanan
kesehatan
penderita
hipertensi sesuai
standar

Persen

100

100

100

100

100

100

14

Persentase

Persen

100

100

100

100

100

100

100




pelayanan
kesehatan
penderita diabetes
melitus sesuai
standar

15

Persentase
pelayanan
kesehatan orang
dengan gangguan
jiwa berat (ODGJ)
sesuai standar

Persen

100

100

100

100

100

100

16

Persentase
Pelayanan
kesehatan orang
terduga
tuberkulosis sesuai
standar

Persen

100

100

100

100

100

100

17

Persentase
Pelayanan
kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi virus
yang
melemahkan daya
tahan tubuh
manusia (Human
Immunodeficiency
Virus) sesuai
standar

Persen

100

100

100

100

100

100

Secara umum,

capaian target IKK menunjukkan arah

peningkatan mutu layanan dan penurunan angka kesakitan serta
kematian. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan
diproyeksikan meningkat secara bertahap dari 1,06% pada tahun
2025 menjadi 1,20% pada tahun 2030, mencerminkan
peningkatan kapasitas pelayanan RSUD dalam menampung
pasien rujukan.

Indikator prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan
yang signifikan dari 15,41% pada tahun 2025 menjadi 9,91%
pada tahun 2030, sejalan dengan prioritas daerah “Zero New
Stunting” dan upaya nasional dalam percepatan penurunan
stunting. Penurunan ini diharapkan tercapai melalui sinergi
lintas sektor, peningkatan intervensi gizi spesifik dan sensitif,
serta penguatan layanan kesehatan ibu dan anak.

Indikator cakupan penemuan dan pengobatan kasus
tuberkulosis (treatment coverage) menggambarkan persentase
kasus TB yang berhasil ditemukan dan diobati. Target
dipertahankan pada 93% hingga 2030 untuk memastikan
pengendalian TB tetap optimal.
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Indikator angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis
(treatment success rate) menunjukkan persentase pasien TB yang
sembuh setelah menjalani pengobatan. Target tetap 91% hingga
2030 untuk menjaga efektivitas penanganan penyakit menular
ini.

Indikator jumlah kematian ibu per tahun (IUP) juga
menunjukkan perbaikan, dengan target penurunan dari 26 kasus
pada tahun 2025 menjadi 16 kasus pada tahun 2030. Hal ini
menggambarkan keberhasilan intervensi peningkatan akses dan
mutu pelayanan kesehatan ibu, termasuk pelayanan antenatal,
persalinan, dan pasca persalinan sesuai standar.

Sementara itu, untuk seluruh indikator pelayanan
kesehatan dasar mulai dari pelayanan bagi ibu hamil, bersalin,
bayi baru lahir, balita, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut
usia ditetapkan target 100% setiap tahun, menandakan
komitmen penuh Dinas Kesehatan dalam memastikan seluruh
kelompok sasaran memperoleh layanan kesehatan sesuai standar
nasional.

Selain itu, indikator pelayanan untuk penyakit tidak
menular dan penyakit menular prioritas seperti hipertensi,
diabetes melitus, gangguan jiwa berat (ODGJ), tuberkulosis (TB),
serta HIV/AIDS juga ditargetkan mencapai 100% standar
pelayanan setiap tahun. Hal ini menegaskan fokus pemerintah
daerah terhadap pengendalian penyakit kronis dan infeksius,
sekaligus mendukung pencapaian indikator Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Secara keseluruhan, capaian target dalam Tabel 4.5
mencerminkan arah kebijakan pembangunan kesehatan
Kabupaten Sumedang yang berorientasi pada peningkatan akses
layanan, pemerataan mutu pelayanan kesehatan, serta
pengendalian penyakit menular dan tidak menular secara

berkelanjutan.

102



BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penting dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah. Dokumen ini
memuat arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan
kegiatan yang harus dilaksanakan secara terukur, sistematis, dan
berkesinambungan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Substansi utama Renstra menegaskan komitmen Dinas
Kesehatan dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan, antara lain
penurunan angka kematian ibu dan bayi, percepatan penanggulangan
stunting, pengendalian penyakit menular (diantaranya tuberkulosis)
maupun tidak menular, serta pemerataan akses dan mutu pelayanan
kesehatan. Selain itu, Renstra ini juga memastikan keterpaduan
kebijakan pembangunan kesehatan dengan RPJMD Kabupaten
Sumedang, RPJMN, serta agenda pembangunan nasional dan global.

Pelaksanaan Renstra dilandasi oleh kaidah perencanaan
pembangunan daerah, yaitu efektivitas, efisiensi, akuntabilitas,
keberlanjutan, serta partisipasi dan kolaborasi. Hal ini diwujudkan
melalui sinkronisasi lintas sektor dan lintas pemerintahan,
keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat, serta
pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi dalam mendukung tata
kelola layanan kesehatan. Dengan demikian, setiap program dan
kegiatan diharapkan dapat berjalan selaras, berdaya guna, dan tepat
sasaran.

Pengendalian dan evaluasi menjadi instrumen penting dalam
menjamin ketercapaian sasaran Renstra. Pengendalian dilakukan
secara rutin pada setiap tahapan pelaksanaan untuk memastikan
kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu,
evaluasi dilakukan secara berkala terhadap capaian indikator kinerja
utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) guna menilai efektivitas
dan dampak program. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan
berkelanjutan serta wujud akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan

kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
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Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang memiliki pedoman yang jelas
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Lebih jauh, Renstra ini
menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem kesehatan
daerah, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan kualitas
hidup masyarakat Sumedang menuju tercapainya visi “Sumedang
Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan
kesehatan dalam periode 2025-2029 memerlukan tahapan prioritas
dan dukungan anggaran yang memadai, baik untuk kegiatan
operasional maupun pengembangan layanan kesehatan. Tahapan
prioritas dan proyeksi kebutuhan anggaran ini disusun berdasarkan
arah kebijakan, sasaran strategis, serta prioritas pembangunan
daerah di bidang kesehatan. Tahapan prioritas dan pengalokasian
anggaran diharapkan mampu mendukung peningkatan akses dan
mutu layanan kesehatan, penguatan sumber daya manusia
kesehatan, serta pengembangan inovasi sistem pelayanan.

Tahapan prioritas dan proyeksi kebutuhan anggaran per tahun adalah

sebagai berikut:

e Tahap I (2026) — peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan
proyeksi kebutuhan anggaran Rp. 637.091.757.036

e Tahap II (2027) — pengoptimalan kualitas pelayanan publik,
dengan proyeksi kebutuhan anggaran 671.327.593.458

e Tahap III (2028) — pengefektifan kualitas pelayanan publik, dengan
proyeksi kebutuhan anggaran 708.683.795.414

e Tahap IV (2029) — pemantapan kualitas pelayanan publik, dengan
proyeksi kebutuhan anggaran 748.849.335.673

e Tahap V (2030) — perwujudan kualitas pelayanan publik proyeksi
dengan kebutuhan anggaran 791.323.314.526

Besaran kebutuhan anggaran tersebut mempertimbangkan
kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber daya, penyesuaian dengan
kemampuan fiskal daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas
penggunaan anggaran. Pengelolaan anggaran akan diarahkan secara
akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja untuk menjamin bahwa

setiap rupiah Dbelanja memberikan manfaat maksimal bagi
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peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
Rencana Tindak Lanjut
Agar arah  kebijakan dan sasaran Renstra dapat
diimplementasikan dengan efektif, diperlukan langkah-langkah tindak
lanjut yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Rencana tindak
lanjut ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat di lingkungan
Dinas Kesehatan untuk memastikan keterpaduan antara
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pelaksanaan tindak
lanjut juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, sinergi
antarunit, serta penguatan tata kelola berbasis data dan inovasi
digital.
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:
1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.
Setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan akan diuraikan lebih
detail ke dalam dokumen Renja tahunan, disertai indikator kinerja
yang spesifik, target capaian, serta kebutuhan anggaran yang
sinkron dengan pagu indikatif.
2. Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan.
Pelaksanaan program akan didukung oleh penataan struktur
organisasi, peningkatan kapasitas aparatur, penerapan standar
operasional prosedur (SOP) yang jelas, dan optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan
publik yang efisien dan responsif.
3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang akan menerapkan system
monitoring dan evaluasin (Monev) yang terukur dan keberlanjutan.
Pelaporan kinerja akan disusun secara periodic untuk mengukur
realisasi capaian sasaran, menganalisis deviasi, serta merumuskan
Langkah perbaikan melalui mekanisme umpan balik.
4. Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektor
Implementasi Renstra akan disinergikan dengan kebijakan
perangkat daerah terkait. RSUD, Puskesmas, dan instansi vertikal
melalui forum koordinasi dan Musrenbang, guna memastikan

keterpaduan Pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.

105



5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang akan terus membuka
ruang dialog, konsultasi publik, dan survey kepuasan Masyarakat
sebagai sarana partisipasi warga dalam evaluasi pelayanan publik.
Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan mampu
meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan yang diberikan.

Kesimpulan dan Saran
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun

2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi arah

kebijakan pembangunan kesehatan daerah. Dokumen ini disusun

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat
sistem layanan kesehatan, serta mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.

Implementasi Renstra diharapkan dapat berjalan secara sinergis

dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga hasil pembangunan

kesehatan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan
masyarakat.

Kesimpulan:

e Terciptanya arah pembangunan kesehatan yang terukur dan
sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sumedang.

e Penguatan sistem kesehatan daerah melalui peningkatan SDM,
fasilitas, dan layanan berbasis digital.

e Adanya sinergi lintas sektor dalam penanganan isu-isu strategis
kesehatan masyarakat.

Saran:

e Diperlukan dukungan anggaran dan kebijakan yang berkelanjutan
dari pemerintah daerah.

e Optimalisasi inovasi layanan dan transformasi digital kesehatan
untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.

e Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan promotif dan

preventif.
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e Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perlu dilakukan
secara periodik dan berbasis hasil agar capaian kinerja dapat terus

ditingkatkan.
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